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Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang kian pesat membuka
peluang terjadinya sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan
syariah secara litigasi dapat dilakukan melalui dua lembaga peradilan yaitu
Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dualisme penyelesaian sengketa tersebut
oleh beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan sengketa
kewenangan antara dua pranata sosial saja, tetapi menimbulkan “ketidakpastian
hukum” bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mencabut kewenangan
Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan
memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama. Tetapi fakta
dilapangan masih ada penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Pengadilan
Negeri. Penulis ingin meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Negeri untuk
mengadili sengketa Perbankan Syariah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan
sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode Analisis Yuridis Kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki
kewenangan dalam mengadili sengketa perbankan syariah, karena yang memiliki
kewenangan absolut dalam menangani sengketa perbankan syariah adalah
Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa perbankan syariah bersifat atribusi, yaitu kewenangan yang langsung
bersumber dari undang-undang dalam arti materiil. Kewenangan ini bersumber
dari Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahunl989 tentang Peradilan Agama dan
diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3),kepastian
hukum putusan Pengadilan Negeri mengenai sengketa perbankan syariah dapat
dianggap batal.

F. Daftar Acuan : 88 bagian, terdiri atas 69 buku, 6 artikel/majalah,2website,
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F. Abstract Content:

The growth of sharia banking in Indonesia is increasingly rapidly opening
the opportunity for a sharia banking dispute. Settlement of dispute over sharia
banking in litigation can be done through two judicial institutions namely General
and Religious Courts. The dualism of the dispute settlement by some circles is not
only considered to be a matter of dispute over authority between the two social
institutions, but it creates a "legal uncertainty” for the parties to the dispute. The
Decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 which eliminates
the explanation of Article 55 Paragraph (2) and (3) of Law Number 21 Year 2008
concerning Sharia Banking revokes the authority of the District Court in solving
the dispute over sharia banking and granting absolute authority to the Religious
Courts . But the facts in the field there is still dispute resolution of sharia banking
at the District Court. The author wishes to examine the authority of the District
Court to adjudicate the dispute over the Sharia Banking.

The method used in this research is normative legal research conducted as
an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The data
used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal
materials and tertiary legal materials. For data analysis was did with Qualitative
Juridical Analysis method.

The results of this study states that the District Court has no authority in
adjudicating sharia banking disputes, because those who have absolute authority
in handling sharia banking disputes are Religious Courts. The authority of the
Religious Courts in resolving the dispute over sharia banking is an attribution,
that is, the authority which comes directly from the law in the material sense. This
authority comes from Article 49 letter (i) of Law Number 3 Year 2006 concerning
Amendment to Law Number 7 Year 1989 concerning Religious Courts and
reinforced by the Decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012
which eliminates the explanation of Article 55 Paragraph (2) and Paragraph (3),
the legal certainty of the decision of the District Court concerning the sharia
banking dispute can be considered void.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Islam Indonesia sedang merubah paradigmanya terhadap
hukum Islam, dari paradigma agama yang melihat hukum Islam hanya bagian
dari agama Islam di Indonesia, menjadi paradigma hukum yang bersifat lebih
luas, yang melihat hukum Islam bukan hanya sebagai bagian dari agama Islam
melainkan juga bagian dari hukum Nasional Indonesia. Kedudukan dan peran
hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala
dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional yang disebut-sebut
berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dan kedudukan dan peran
hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya
sudut sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat dan dari sisi
falsafah dan konstitusi Negara Indonesia.*

Dari sudut pandang kesejarahan jauh sebelum Negara kesatuan Republik
Indonesia terbentuk sebelum kolonial Eropa menjajah nusantara maupun
setelah merdeka dan hingga sekarang ini, negeri ini telah dihuni oleh penduduk
yang mayoritas beragama Islam. Di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi
Islam telah dipraktekkan dalam masyarakat, seperti sistem bagi hasil dalam

pertanian, peternakan, dan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah

L yusuf Buchori, , Litigasi Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. 2007. HIm. 11



pasar tradisional yang terkesan kental dengan madzhab-madzhab figh yang
dikenal dalam masyarakat.

Dari segi komunitas yang mendiami Negara Republik Indonesia,
mayoritas beragama Islam, maka adalah wajar jika hukum Negara dipengaruhi
oleh hukum agama yang dianut mayoritas penduduknya. Pemberlakuan hukum
ekonomi Islam sama sekali tidak terkait dengan apa yang dikenal dengan
sebutan “dictator mayoritas” dan atau “tirani minoritas”. Alasannya, karena
penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan,
bahkan secara sukarela para pebisnis non muslim tertarik dengan praktek
ekonomi Islam.? Sistem ekonomi Islam termasuk sistem hukumnya berjalan
sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi
konvensional.

Kedudukan ekonomi Islam sama sekali tidak bertentang dengan
Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia, terutama sila
“Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga tidak berlawanan dengan Undang-
undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, sebagaimana dalam
pembukaannya disebutkan “....... dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” juga Pasal 29, 33, dan 34 Undang-undang Dasar
1945,

Pertumbuhan sistem ekonomi syariah semakin hari semakin dirasakan
kehadirannya baik dikalangan pelaku bisnis maupun dikalangan masyarakat

biasa. Hal tersebut terlihat dari salah satu kegiatan ekonomi Islam seperti

2 Ahmad Jauhari, Peran Arbitrase dalam Sistem Ekonomi Islam, Makalah Seminar Nasional,
Semarang, 2006, him 1.



perbankan syari’ah. Bukan hanya dalam lingkungan perbankan saja, melainkan
juga tumbuh dalam berbagai bidang bisnis yang lainnya, seperti Asuransi
Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan yang lainnya.®> Dengan
penunjukkan data-data dari banyak sumber tentang perkembangan ekonomi
syariah, sehingga mengukuhkan pendapat banyak kalangan, terutama
akademisi dan ekonom muslim, bahwa saat ini tidak ada alasan untuk menolak
penerapan sistem ekonomi syariah, khususnya di Indonesia.*

Masyarakat Ekonomi Internasional, mengenal Bank Syariah dengan
istilah “Islamic Banking” atau “Islamic Window”.®> Dan pada mula berdirinya
Bank Islam banyak diragukan berbagai pihak, dengan alasan bahwa sistem
perbankan tanpa bunga (interest free) adalah suatu yang tak mungkin dan tak
lazim karena bagaimana dengan biaya operasionalnya kalau tidak ada bunga.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara
implisit disebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan

prinsip syariah.® definisi yang tidak jauh beda juga secara implisit disebutkan

3 Nur Kholis, Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Prespektif Ekonomi), dalam Jurnal Hukum
Islam Al Mawarid, Edisi : XVI, Fakultas llmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 2006, hlm ; 169-175.

4 Dadang Muljawan, Islamic Financial Engineering, A Regulatory Perspective, Slide yang
disampaikan pada International Seminar on Islamic Financial Engineering 9-10 Januari
Yogyakarta, 2005.

5 Sutan Remy Syahdaini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, PT. Kreatama, Jakarta, 2005, him 5-8.

& Pasal 1 angka 2 dan 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” Bank
Syariah disamping untuk melayani masyarakat menengah dan bawah,
peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengizinkan beroperasinya
lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan baitul mal wa tamwil (BMT).
Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan
pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak
dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut
menggunakan sistem bunga.®

Bank Islam memberikan layanan bebas bunga (interest free) kepada para
nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi
dilarang oleh Islam. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar
bunga. Larangan atas bunga inilah yang membedakan sistem perbankan syariah
dengan sistem perbankan konvensional.

Dalam kegiatan ekonomi yang bebas bunga ini sekalipun, dimungkinkan
terjadinya perselisihan, karena manusia (personlijk) sebagai ciptaan Allah dan
badan hukum (personrecht) sebagai ciptaan hukum, merupakan subyek hukum
dalam lalu lintas hukum. Manusia dan badan hukum yang dalam terminologi
hukum disebut “orang” dalam aktifitasnya sehari-hari khususnya dalam
kegiatan bisnis sangat mungkin saling bersinggungan dan menimbulkan akibat
hukum. Dalam melakukan hubungan hukum, manusia atau badan hukum bisa

saja terjadi konflik atau sengketa keperdataan.

7 Pasal 1 angka 1, 2 dan 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
8 Sultan Remy Syahdaini, Op.Cit. him. 1.



Secara prinsip, penegakan hukum di Indonesia hanya dapat dilakukan
oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang dilembagakan secara
konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945).
Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya
badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang
berpuncak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan
peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-
undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan
official dan bertentangan dengan prinsip under the authority of law.

Dalam konstitusional Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2)
Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ketiga tahun 2001) jo. Pasal 28
Undang-undang No.4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan ada 4
(empat) lingkungan badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI
yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian, dalam penjelasan Pasal 58 Undang-undang No. 4
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun
2009 dinyatakan bahwa, tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara
dilakukan diluar peradilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa. Selanjutnya dalam pasal yang sama dalam Undang-undang No. 4



Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun
2009, secara tegas disebutkan bahwa suatu sengketa perdata selain diselesaikan
melalui lembaga peradilan (litigasi), dapat pula diselesaikan melalui arbitrase
(non litigasi) atau alternatif penyelesaian sengketa.

Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya
sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan
operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu, bagi bank syariah dalam
menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya
saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan
hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul termasuk dalam hal jika
terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya.®

Berkembang pesatnya kegiatan usaha dengan prinsip syariah di
Indonesia, termasuk perbankan syariah telah diikuti pula dengan
perkembangan lembaga penyelesaiannya. Terhadap cara penyelesaian sengketa
perdata, khususnya sengketa bisnis, dikenal dua jalur penyelesaian yakni
penyelesaian secara litigasi yaitu melalui lembaga peradilan dan secara non
litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute
resolution) dan arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No.
4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun
20009.

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan melalui

lembaga peradilan yaitu melalui pengadilan di dalam lingkungan Peradilan

° Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah
Syariah, Kencana, Jakarta, 2009, HIm. 5.



Umum dan melalui pengadilan di dalam lingkungan Peradilan Agama.
Sementara proses penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan — melalui
beberapa institusi  seperti: musyawarah mufakat, mediasi Bl (untuk
penyelesaian sengketa antar bank), mediasi pada Dewan Pengawas Syariah
(DPS) masing-masing bank syariah dalam hal penyelesaian sengketa antar
bank syariah dengan nasabahnya, dan arbitrase pada Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas).

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah
terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah
keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila
dikemudian hari terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak
yang telah disepakati bersama. Baru kemudian, jika jalan musyawarah
mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui
lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau menunjuk lembaga peradilan. Jadi,
pada prisipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa diserahkan
sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas
kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan
Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata.

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga
peradilan. Hanya saja, selama ini muncul pertanyaan apakah Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Agama yang berkompeten dalam penyelesaian
sengketa di bidang muamalah Islam. Sebab, sebelumnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

sengketa dalam bidang perbankan syariah termasuk dalam ruang lingkup



kewenangan absolut Peradilan Umum. Hanya saja, dalam hal ini
persoalannya bukan hanya menyangkut hakim Peradilan Umum yang
belum tentu menguasai masalah ekonomi syariah,° tetapi lebih dari itu,
Peradilan Umum tidak menggunakan syariat islam sebagai landasan hukum
dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Sementara di sisi lain, Pengadilan Agama meski menggunakan syariat
Islam sebagai landasan hukum dalam memutus perkara-perkaranya, tetapi
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus,
dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadagoh. Dengan
demikian pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk
memeutuskan perkara di bidang ekionomi syariah.

Keadaan tersebut berubah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang terdapat dalam
amandemen undang-undang tersebut ialah berupa perluasan kewenangan
Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

di bidang ekonomi syariah.

10 Karnaen Perwataatmadja, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, Prenada Media,
Jakarata, 2005, HIm. 295.

1 Muh. Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2005,
Him. 214.



Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut sejalan dengan
kompetensi dasar Pengadilan Agama yaitu menegakkan syariat Islam. Hal ini
diterangkan dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, terdapat 11
(sebelas) kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah yakni bank
syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,
reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah
syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana
pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Persoalan hukum kemudian muncul apabila melihat ketentuan
penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah. Sebab, peluang diselesaikannya
sengketa perbankan syariah dalam lingkungan Peradilan Umum kembali
terbuka. Pasal 55 Ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan:

“dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
dengan isi akad.”

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :

a. Musyawarah;

b. Mediasi perbankan

c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau
lembaga arbitrase lain; dan atau

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
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Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) diatas yang menyebutkan secara opsional
penyelesaian sengketa perbankan syariah huruf (a), (b), dan (c) adalah sudah
tepat dan sesuai dengan situasi sekarang ini yang menghendaki penyelesaian
perkara secara non litigasi. Hanya saja, tawaran opsi dalam huruf (d) bisa
menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari sebab, bertentangan dengan
Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan
agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi
syariah. Artinya, terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan
syariah, yakni di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama.

Sinkronisasi  hukum kekuasaan kehakiman khususnya mengenai
kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah
sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 kemudian
dipertanyakan karena berimplikasi pada timbulnya sengketa kewenangan
antar dua lembaga peradilan dalam hal penyelesaian sengketa dibidang
perbankan syariah. Padahal, suatu tatanan hukum dapat dikatakan baik
apabila terdapat sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada.
Sebaliknya, sebuah sistem hukum akan terganggu apabila ada aturan yang
tidak sinkron dengan aturan yang lain.

Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah ini kemudian oleh
beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan sengketa
kewenangan antara dua pranata sosial saja, tapi juga telah menimbulkan
“ketidakpastian hukum” bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya. Dan,
hal ini tentunya bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D
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Ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Atas dasar tersebut di atas serta mengingat salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang terhadap UUD
1945 maka diajukanlah permohonan untuk dilakukan pengujian undang-
undang (yudicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
94) yakni Pasal 55 Ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang penyelesaian
sengketa dengan pokok permohonan bahwa Pasal 55 Ayat (2) dan (3) undang-
undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil pengujian ini
kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 93/PUU-X/2012
tertanggal 29 Agustus 2013 berarti sengketa yang menyangkut perbankan
syariah menjadi kewenangan absolud Pengadilan Agama. Artinya, tidak ada
lagi choice of litigation, bagi para pihak ketika terjadi sengketa terkait
dengan perkara perbankan syariah.

Pada kenyataannya, meskipun pengaturan penyelesaian sengketa
perbankan syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi
masih saja ada penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke
Pengadilan Negeri, kasus sengketa yang masih menggunakan Pengadilan
Negeri untuk menyelesaikan sengketa syariah, sedikithnya ada 4 (empat)
Putusan yang diketahui oleh Penulis dimana sengketa perbankan Syariah
diputus oleh Pengadilan Negeri, padahal jika mengacu pada Putusan

Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 maka seharusnya penyelesaian
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sengketa syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Keempat sengketa syariah yang diputus di pengadilan negeri pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 menggambarkan fenomena
yang ada di masyarakat bahwa masih banyak perbankan syariah yang di dalam
akad perjanjiannya terdapat klausul yang menyatakan Pengadilan Negeri
sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Fenomena ini
terjadi akibat kompetensi pengadilan agama yang masih terasa kurang

memadai.

Keadaan ini membuat suatu ketidakpastian hukum akibat adanya pilihan
lembaga hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, yang mana
kedua lembaga hukum tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam
menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu
sengketa selain berpijak pada undang-undang yang berlaku di Indonesia juga
berpijak pada syariat Islam sedangkan Pengadilan Negeri tidak berpijak pada
syariat Islam. Hal inilah yang menjadi acuan perluasan kewenangan Pengadilan
Agama yaitu kewenangan dalam memutuskan perkara ekonomi syariahyang

berlandaskan syariat Islam.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah, dan secara tegas menyebut “Pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan Sengketa Perbankan
Syariah”. Isi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

kontradiktif dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan
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kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan
mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah yang menurut
pemohon bisa diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di
lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas
akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada kepastian
hukum yang dijamin. Ketidakpastian hukum tersebut dapat merugikan para
pihak yang sedang bersengketa. Untuk menyelesaikan sengketa kewenangan
mengadili antar lembaga peradilan, maka seorang nasabah bank syariah
mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi
muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 28
ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Permohonan tersebut melahirkan
Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 memutuskan bahwa
penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
94, Tambahan Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867) juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan

yang berwenang dalam mengadili sengketa perbankan syariah.
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Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tidak
membuat semua sengketa perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan
Agama, faktanya masih banyak sengketa perbankan syariah yang diselesaikan
di pengadilan Negeri. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan
inilah maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya kedalam tesis
yang berjudul kewenangan absolut sengketa perbankan syariah paska putusan
Mahkamah Konstitusi nomor : 93/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraiakan diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai
berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa Perbankan
Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012?

2. Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Negeri terhadap sengketa
Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
93/PUU/X/20127?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pengadilan Negeri untuk
mengadili sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012.
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2. Untuk mengetahui bagaimana Kepastian Hukum Putusan Pengadilan
Negeri terhadap sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012.

D. Kegunaan Penelitian
Kegiatan penelitian Kewenangan Absolut Sengketa Perbankan Syariah

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini dapat

memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut,

dikelompokkan oleh Penulis menjadi 2 (dua) bagian yakni dari sisi teoritis dan
sisi praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian tesis ini, diharapkan dapat menambah
wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang
terus berkembang sesuai dengan tuntutan dalam masyarakat, terutama
pengembangan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian hukum terkait

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

nomor 93/PUU/X/2012.

2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian tesis ini, diharapkan dapat dijadikan
bahan pertimbangan, bahan masukkan dan informasi bagi masyarakat pada
umumnya, pemerintah/badan legislatif dalam mengatur dan menerapkan semua
aturan hukum yang terkait dengan perbankan syariah sehubungan dengan

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

nomor 93/PUU/X/2012.
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E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas
penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori'2. Teori adalah
untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu
terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta
yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya®®. Fungsi teori dalam sebuah
penelitian adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta
menjelaskan gejala yang diamati. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan
teori yang tepat dalam sebuah penelitian sangat menunjang keberhasilan dalam
melakukan analisis terhadap masalah yang sedang diteliti.

Teori hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis
permasalahan sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 93/PUU-X/2012 adalah teori Kewenangan dan teori Kepastian Hukum,
karena pada sengketa ini yang menjadi pokok permasalahnnya adalah
mengenai sipakah sebenarnya yang berwenang dalam pemilihan lembaga
peradilan yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak
bank syariah dengan nasabah. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, salah satu poin penting yang terdapat dalam
amandemen undang-undang tersebut ialah berupa perluasan kewenangan
Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

di bidang ekonomi syariah.

12 Seerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2014, him.124.
13 M.Hisyam, Penelitian llmu-IImu Sosial, Jilid I, FEUI, Jakarta, 1996, him. 203.



17

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan
bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam penjelasan Pasal 49 UU
No. 3 Tahun 2006 menjelaskan 11 (sebelas) kegiatan usaha yang termasuk
dalam ekonomi syariah yakni bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,
asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan
surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan
syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis
syariah.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah yakni Pasal 55 Ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang
penyelesaian sengketa pada perbankan syariah memberikan pilihan dalam
penyelesaian sengketa dimana Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa “dalam
hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
akad.”

Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah ini kemudian oleh
beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan sengketa
kewenangan antara dua pranata sosial saja, tapi juga telah menimbulkan
“ketidakpastian hukum” bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya. Dan,
hal ini tentunya bertentangan dengan amanah UUD RI 1945 sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) yang secara tegas menyatakan
bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
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Atas dasar uraian di atas maka penulis menggunakan teori Kewenangan
kepastian hukum untuk menganilisa masalah dalam penelitian ini.
Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula
sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule
and the ruled).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan
yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan
dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”?®,
sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber
disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang
berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah
yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang

diperkuat oleh Negara®®.

14 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1998, hlm.

35-36.
15 Suwot
Peneli

0 Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
tian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas

Airlangga, Surabaya, 1990, him. 30.
16 A, Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat

Indone

sia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, him. 52.
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Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan'’.
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena
kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur
lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d)
kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan?®.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara
dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat
berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani
warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan
menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok
orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau
kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang atau Negara®®.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau
organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-
jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh
sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan
konstruksi subyek-kewajiban?®. Dengan demikian kekuasaan mempunyai

dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan

17 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa
tahun, him. 1.

18 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 1998, him. 37-38.

19 Miriam Budiardjo, Op Cit, him. 35.

20 Rusadi Kantaprawira, Op Cit, him.. 39.
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hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber
dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional),
misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas
bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan
dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut
Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah
kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada
karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum
publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum Kita istilah
kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum
publik??,

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian
kewenangan dan wewenang?. Kita harus membedakan antara
kewenangan (authority, gezag)dengan wewenang (competence,
bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-
undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian)
tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-
wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup

tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya

21 Phillipus M. Hadjon, Op Cit, him. 20.
22 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung
Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, him. 22.
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meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi
meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan
wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-
akibat hukum?3,

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas,
kewenangan (authority) memiliki  pengertian yang berbeda dengan
wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang
berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi
dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan
kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan
sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan
dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau
mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh
dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi
menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada
kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang
kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi

pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang

2 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung,
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994, him. 65.
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diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian
mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak
atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer?* berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan
yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga
Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini
adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan
kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang
berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialinkan dari kewenangan
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak
terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator)
memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat
keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.
Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak
demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan

tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin

24 ].G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aeguilibri, Nijmegen,
1998, him. 16-17.
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dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai

kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:%

a. delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya
delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian
tidak diperkenankan adanya delegasi.

d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang
tersebut.

e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada

(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang

sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan

didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa
sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi)
pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan

organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh

25 Philipus M. Hadjon, Op Cit, him. 5.
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hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa
kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.?

Teori Kewenangan ini akan penulis pakai untuk menganalisa
rumusan masalah 1, yaitu terkait dengan siapakah yang berwenang untuk
memeriksa dan memeutus sengketa Perbankan Syariah setelah adanya
putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang
penyelesaian sengketa pada Perbankan Syariah pada tanggal 29 Agustus
Tahun 2013.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai
kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan
sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat
mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.
Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung
keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu
ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh
kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.?’

Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta?® yaitu bahwa

kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

% F A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 219.

27 Fence M. Wantu, Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses
Peradilan Perdata), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, him.58

28 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama,
Bandung, 2006, him. 85.
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1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan
mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;

3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan
karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan
tersebut;

4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.?®

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan
bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan
kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya
masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan
kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), vyaitu
mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam
berorientasi dan memahami sistem hukum.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka dapat

ditarik pengertian mengenai kepastian hukum yaitu perangkat hukum suatu

29 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu
Tawaran Kerangka Berfikir, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, him 85.
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negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak
menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu
menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya
masyarakat yang ada.

Teori Kepastian Hukum akan dipakai penulis untuk menganalisa
rumusan masalah 2 yaitu terkait dengan kepastian hukum Pengadilan
Negeri dalam menyelesaikan masalah sengketa perbankan syariah setelah
adanya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang
penyelesaian sengketa pada Perbankan Syariah pada tanggal 29 Agustus
Tahun 2013.

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian tesis ini membutuhkan data yang akurat yang dapat
diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut :
1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-
undangan (statue approach)°. Dalam hal ini adalah penelaahan masalah
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang
berhubungan dengan kenyataan yang ada mengenai Kewenangan Absolut
Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

93/PUU-X/2012.

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, him. 9
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2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskritif analitis yaitu dengan
menelaah menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis
permasalahan atau isu hukum yang diangkat dikaitkan dengan teori-teori
hukum untuk menganalisis permasalahan sebagaimana dikemukakan
dalam perumusan masalah.
3. Sumber data
Penelitian yang dilakukan Penulis termasuk penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan, maka data yang digunakan
adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara
tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,
buku harian, dan sebagainya.
Adapun bahan hukum berdasarkan data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini, terdiri dari :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan
peraturan perundang-undangan, yaitu:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdat
3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu hasil penelitian, materi
seminar, karya dari kalangan hukum, teori para ahli hukum yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas, jurnal, artikel yang terdapat di
dalam majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yakni kamus
umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dalam
penggumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini
merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari,
mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur,
peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan masalah yang diteli.

Metode Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk
menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun
sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data
yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan
karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik
kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif artinya peneliti tidak
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menggunakan table-tabel, angka-angka dan rumus statistik, akan tetapi
dengan mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, peraturan perundang-
undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan
norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan
dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Pelaksanaan lokasi yang digunakan pada penulisan tesis
Kewenangan Absolut Sengketa Perbankan Syariah Pasca  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dilakukan di perpustakaan
Universitas Jayabaya dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan di
perpustakaan Pascasarjana Universitas Jayabaya, dan penelusuran disitus-
situs resmi berbagai perguruan tinggi di Indonesia, belum ada penelitian
yang berjudul “Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Negeri Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” sehingga dapat
dikatakan penelitian ini asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat
dipertanggung jawabkan.

Namun penelitian ini bukan merupakan penelitian baru, sebelumnya
telah dilakukan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan
Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012 pernah dilakukan sebelumnya, antara

lain:



30

a. Sebuah Tesis oleh Lisa Auhara, pada tahun 2015, Universitas Jayabaya
Jakarta, dengan Judul “ Kepastian hukum Pada Pelaksanaan Eksekusi
Hak tanggungan Dalam Perbankan Syariah Setelah Dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012.

Adapun permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

1) Bagaimanakah jaminan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur
dalam penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah perihal
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan dikeluarkannya
putusan MK no. 93/PUU-X/2012?

2) Bagaimanakah kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa khususnya dalam hal eksekusi hak tanggungan dalam
perbankan syariah berdasarkan pasal 55 ayat (1) undang-undang no.
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) UU
no. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama dengan dikeluarkannya
putusan MK no. 93/PUU-X/2012?

b. Sebuah Tesis oleh Gala Perdana Putra, pada tahun 2014, Universitas
Sumatera Utara Medan, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah Di Indonesia. Adapun Permasalahan dalam
penelitian tersebut adalah:

1) Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi
terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada putusan

N0.93/PUU-X/2012 ?
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2) Bagaimanakah akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi
N0.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah?

3) Bagaimanakah kesiapan Peradilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa Perbankan Syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi
N0.93/PUU-X/2012 ?

. Sebuah Tesis oleh Rachmansyah Purba, pada tahun 2009, Universitas

Sumatera Utara Medan, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pada

Perbankan Syariah Paska Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Peradilan Agama.

Adapun Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

1) Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi terkait dengan
penyelenggaraan perbankan syariah?

2) Bagaimanakah kesiapan peraturan hukum dalam menyediakan dasar
hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

3) Pilihan forum apa saja yang tersedia dalam penyelesaian sengketa

perbankan syariah?



BAB 11

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

A. Peradilan Di Indonesia
1. Peradilan Umum
a. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak
dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut
R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan
keadilan.

Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada
proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het
rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang
memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya
wadah yang menyelenggarakan peradilan.

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum,
menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin
ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang

ditetapkan oleh hukum formal.3!

31 Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, him.9.
32
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Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai
perkara peradilan.®? Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian
keadilan disuatu lembaga.®® Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah
gadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan.
Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang
bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-
ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan
atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili
perselisihan-perselisinan hukum.3*

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya. Peradilan umum meliputi:

1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah
hukum meliputi wilayah provinsi.

2) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan
daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota

Pengadilan khusus lain spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan
Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan

anak.

%2 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him.
2.

33 Mohammad Daud Ali, Pengantar IImu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 278.

34 Cik Hasan Basri, op.cit, him. 3
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Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan
terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di
daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-
Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi
terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim
Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.3

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan
eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian
hukum sebagai suatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan
hukum itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum untuk dapat tercapainya
keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum,
yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang
bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan
Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua
orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan
hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya
hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara

dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.®

35 Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan
pengadilan, diakses pada Minggu tanggal 21 Mei 2017, pukul 11:54 Wib.

3% A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab, PT Pradnya
Paramita, Jakarta, 1987, him . 41-42.
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Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak
diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang
menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Frans MagnisSuseno yang
menggemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan
antarmanusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta
kewajibannya masing-masing.

Thomas Hubbes menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu
perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang
telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang
perlu diperhatikan yakni :

1) Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya
merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadian ialah keserasian
antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil
“neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”

2) Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada
dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara
kepastian hukum dan kesebandingan hukum.®’

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang

secara jelas berarti bahwa :

1) Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar

kecil kewajibanya.

37 Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, Perihal Keadilan Umum, Penerbit Alumni,
Bandung 1987, HIm. 21.
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Dalam keadaan yang wajar, tidakah benar kalau seseorang dapat
memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula
selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras
dengan haknya.

Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan
kewajibanya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula
sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia
memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya.

Macam-macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas:
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut
bidang yang ditangani bidang tersebut ialah:

a) Peradian Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
b) Peradilan Agama.

c) Peradilan Militer.

d) Peradilan Adminitrasi.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk

memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

1)

Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah

orang-orang Yyang tatacara pengadilanya harus dilakukan oleh suatu
peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus
dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya

militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
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2) Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut
bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan
tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman
tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkurangan
peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota
negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan
seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim
agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya
memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri
berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga
meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat
pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk
memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.
Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan
tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.
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2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili

antar perngadilan negeri di daerah hukumnya.
3) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.38

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor
pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradian syariah
Isam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA)
sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota
kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat
banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan
PengadilanTinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.®® Dalam lingkungan Peradila Agama, Pengadilan
Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan
untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang
Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadian tingkat
banding.*°

Pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud perdilan militer ialah :

38 A. Ridwan Halim, Op.cit, him.2-3.

39 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU
No. 50 Tahun 2009 Pasal 1,2,3,4,dan 6.

40 A Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, Tahun 2012, him.32-33.
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“Peradilan Militer merupakan pelaksa kekuasaan kehakiman di lingkungan
angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan
memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara”

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang
No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 20 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri
dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Sedangkan Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh
karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus
dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi
negara berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses
pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat
pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat
administrasi negara dan masyarakat.

Menurut kompetensi peradilan umum perkara tilang karena terdakwa
terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dapat dimasukan kedalam
peradilan umum yang nantinya akan di sidangkan di Pengadilan Negeri
setempat. Hal ini sesuai dengan pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang menuliaskan bahwa dalam lembar kertas bukti

pelanggaran/TILANG vyang nantinya harus segera dilimpahkan kepada
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pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang

pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang.

c. Asas-asas tentang Peradilan Umum

Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum

acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan

terkait lainya, yakni :

1) Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun
1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya
bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib
menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di
ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara
wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan
atau terhalangnya pengadilan, sebagimana yang sudah ditentukan dalam
penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*!

2) Asas Praduga Tidak Bersalah
Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga
tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-

undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

41 Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan
Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, him. 67.
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Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka
maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-
haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*?
Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai contante justice. Sebagaimana ditentukan
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan
agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut,
kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses
adminitrasi biaya perkara yang ringandan tidak terlalu membebaninya.
Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam
surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992,
tanggal 21 Oktober 19924

Asas Hak Ingkar

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi
manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas
peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak
memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili,

mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam

42 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP
Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan. Djambatan, Jakarta, 2000, him.

416.

43 Lilik Mulyadi,Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan
dan Permasalahnya, Bunga Rampai, Bandung, 2007, him. 14,
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hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan
terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal
tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang
terikat dengan hubungan dengan keluarga.

5) Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa
Asas ini penting kerena terdakwa harus hadir dalam persidangan guna
pemeriksaan secara terang dan jelas sehingga perkara dapat diputuskan.
Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 154-155 KUHAP.
Pengecualian dari asas ini ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa
hadirnya terdakwa, yakni putusan verstek atau / in absentia. Hal ini
merupakan pengecualian dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu
lintas jalan, hukum acara pidana khusus sebagaimana dalam Undang-
undang No.11 (PN-PS) tahun 1963 Tentang Subsversi dan dalam perkara
tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan in absentia.

6) Asas Equality Before The Law
Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Bermakna
bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum
priveligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku
tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai
sifat- sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya
sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan

sebagainya.*

4 P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut llmu Pengethuan Hukum
Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, him. 30.
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7) Asas Bantuan Hukum

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap

orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada

tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.
8) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak

secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam

pasal 154 KUHAP.

2. Peradilan Agama
a. Pengertian Pengadilan Agama
Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili
perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili
perkara (bangunan tempat mengadili perkara).*® Sedangkan pengadilan agama
merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti
Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari
keadilan atau penyelesaian perselisisinan hukum yang dilakukan menurut
peraturan-peraturan dalam agama.*®
Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu

diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang
sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan

khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan

45 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta,1990, him.7

46 M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill
Co, Jakarta, 1999, him.12.



44

Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan
Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat
tertentu (yang beragama Islam).*’

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata
tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang
beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam
tertentu saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan
bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan
Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang
bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam
tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan
yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau
gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama
bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan
memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan
masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau
gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.

Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama
dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap

semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam

47 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, him.5.
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kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima,
memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa,
dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini
ditegas kan dalam Pasal 56 yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan wajib memeriksa dan wajib
memutus nya”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah, wakaf, dan sadagah berdasarkan hukum islam.

Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan
yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa
saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan
bagian masing- masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta
peninggalan tersebut.*®

b. Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukanya sebagai
salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang
terdapat pada Bab Ill, yang mana pada Bab Ill khusus mengatur hal-hal yang

berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan

48 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,
2004, him.55.
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Peradilan Agama , berdasarkan pada bahasan dari Bab Il tersebut ada lima
tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan
mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau
berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama
mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif
serta mengawasi jalanya peradilan.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal,
yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang
disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa
yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini
biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan
kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif
(relative competentie) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan
mengadili antar Pengadilan Agama.*® Berikut ini penjelasan rincinya :

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu
jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaan kekuasaan pengadilan yang sama
jenis dan sama tingkatannya misalnya, Pengadilan Agama Muara Enim dengan
Pengadilan Agama Baturaja,* pengadilan ini satu tingkatan sama-sama tingkat
pertama. Kekuasaan Relatif (Relative Competentie) adalah kekuasaan dan

wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang

49 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1997, him. 332.
%0 Roihan A Rasyid, Op.Cit, him.25
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sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar

pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama. 5!

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau
dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu
kotamadya atau satu kabupaten, yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting
sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan
perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah
hukumnya meliputi :

a) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi
wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya
maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.

b) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan
kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu
kediaman tergugat.

c) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya
tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka
gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal penggugat.

d) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat
diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melipti letak benda tidak

bergerak.

51 Retnowulan Soetantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju,
Bandung, 1997, him.11.
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e) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan
diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.%?
2) Kekuasaan Absolut
Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan
dengan jenis perkara atau jenis tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan
jenis perkara atau jenis pengadilan pada tingkatan pengadilan lainnya.>

Kompetensi absolut (absolute competentie) atau kekuasaan mutlak
adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara
tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.>*

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi
orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan
Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama
atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama
diharuskan meneliti perkara yang diajuka, apakah termasuk kekuasaan
absolutnya atau bukan.

Peradilan agama menurut Bab | pasal 2 jo Bab Ill pasal 49 UU No. 7
tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

a) Perkawinan.

b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

52 pasal 118 HIR.

%3 Roihan A Rasyid,Op.cit, him.,27

54 Mahkamah Agung-Badilag, Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama:
Buku 11, MA-RI, Badilag, Jakarta, 2011, him., 67.
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¢) Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang
menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga
dari orang-orang yang beragama islam.

Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat
dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam,
seperti yang terdapat dibeberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga,
yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga,
tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu,
segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris
harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama, yang pertama Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini
mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau Amandeman
Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang
kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berikut
adalah penjelasannya:

e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Penerapan hukum islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini

berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan
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secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama
islam. Penerapan hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai
perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadagah.

e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah.
Penambahan perkara itu antara lain®®:

a) Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan
Umum angka 2 alinea 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh menangani seluruh
perkara waris antara orang Islam.

b) Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata “perkara
perdata tertentu” sedangkan dalam pasal diatas kata perdata dihilangkan.
Ini menunjukan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan dapat
diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai
pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi
kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya
Mahkamah Syari’ah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan
untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana

ringan sesuai peraturan perundang-undangan.

%5 Muchtar zarkasyi, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Makalah Materi Pendidikan Calon
Hakim Angkatan 11l Mahkamah Agung Rl Tahun 2008.
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c) Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada
ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama memungkinkan
Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang lebih muda usianya
dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain.

d) Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan
bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari’ah.

e Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan: ‘“Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang;
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadagah dan ekonomi

Islam.

. YURISDIKSI

1. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi) dan Sistem Hukum

Indonesia
a. Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi)

Mirza Satria Buana menyatakan bahwa :
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“Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara,
kedaulatan Negara tidak akan diakui apabila Negara tersebut tidak memiliki
jurisdiksi.>®

Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris
“jurisdiction” yang berasal dari bahasa Latin “yurisdictio”, yang terdiri atas
dua suku kata, yuris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan diction
yang berarti ucapan, sabda, sebutan atau firman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian yurisdiksi menurut Budi Hartono

berarti:

Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum

Hak menurut hukum

Kekuasaan menurut hukum

Kewenangan menurut hukum

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai
kepunyaan seperti apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh hukum dengan
singkat dan dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau
“kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Didalamnya tercakup hak
kekuasaan dan kewenangan, yang paling penting adalah hak kekuasaan dan
kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi
berdasarkan kekuasaan.
Anthony Csabafi mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi Negara

dengan menyatakan sebagai berikut :

% Mirza Satria Buana, Hukum Internasiona Teori dan Praktek, Nusamedia, Bandung, 2007, him.
56.
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“Yurisdiksi negara dalam hukum Internasional berarti hak dari suatu Negara
untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang
bersifat legislative, eksekutif dan yudikatif atas hak-hak individu atau harta
kekayaan, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata
merupakan masalah dalam negeri”®’

Berdasarkan kutipan yang dikemukakan di atas pengertian yurisdiksi
adalah hak semua bangsa dan berkaitan dengan hubungan luar negeri Negara
tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua)
pengertian, yaitu:%®
e Kekuasaan mengadili pada lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan.

e Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah
atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Hak Negara terhadap warga negaranya menyangkut segala kepentingan
dan kewenangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban secara keseluruhan.
b.  Sistem Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum Eropa,
hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar system yang dianut, baik
perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya
dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan
wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum Agama, karena

sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam maka dominasi hukum

57 Anthony Csbafi, The Concept of State Jurisdiction in International Space Law, (The Hague),
him.45

%8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta, 2005, him. 1278.
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atau Syari’at Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, hukum
keluarga dan warisan. Selain itu di Indonesia juga berlaku system hukum Adat
yang diatur dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, budaya-budaya
yang ada di wilayah Nusantara.

Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran
yang dominan dalam kenyataan tentang pengertian apa yang dipahami sebagai
hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum.
Uraian pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipahami
sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum itu terbatas pada apa
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan
berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme, bahkan aliran ini
akan terus mengokohkan dirinya dalam perkambangan system hukum
Indonesia kedepan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan
masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru
melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baru.

Kenyataan ini menunjukan bahwa hukum adat dan bentuknya yang pada
umumnya tidak tertulis, yang sifatnya riligio magis, kontan dan konkrit
(visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh paham
positivis. Berbagai masalah kekecewaan pada penegak hukum serta
kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh sittuasi
bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan

hukum yang tidak demokratis.
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2. Jenis-Jenis Yurisdiksi di Indonesia
a. Jenis-jenis Yurisdiksi

Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan
atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainya
yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Di dalamnya terdapat pula batas-
batas ruang lingkup kekuasaan untuk membuat, melaksanakan, dan
menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun
yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun Kketerkaitan ini tidaklah
mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk
mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri.

Disamping itu, ada beberapa orang (subjek hukum) tertentu memiliki
kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu Negara meskipun mereka berada
di dalam Negara tersebut.

Yurisdiksi menurut Huala Adolf dapat dibedakan atas4?2 :

1)  Yurisdiksi Perdata.

Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap

perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional,

maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya
terhadap unsur hukum asing).

2)  Yurisdiksi Pidana.
Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap
perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di

dalamnya unsur asing maupun tidak.
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Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi

suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambarkan oleh

kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut43:

1)

2)

Yurisdiksi Legislatif.

Yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang
mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa
hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya
dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai
yurisdiksi legislatif atau preskriptif (legislative jurisdiction atau
prescriptive jurisdivtion).

Setiap lembaga Negara khususnya dibidang pemerintahan harus
memikirkan tentang perundang-undangan yang melindungi warga
negaranya dalam pembentukan perundang-undangan.

Yurisdiksi Eksekutif.

Yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan (enforce)
agar subyek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan
oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang
ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin,
kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yurisdiksi ini disebut sebagai yurisdiksi
eksekutif (executive jurisdiction). Ada pula sarjana yang menyebutnya
dengan enforcement jurisdiction (yurisdiksi pengadilan).

Kekuasaan Negara khususnya Presiden berhak melakukan tindakan
terhadap jalanya roda pemerintahan, dan harus komprehensif membahas

segala aspek peri kehidupan berbangsa.
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3)  Yurisdiksi Yudikatif.

Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek hukum)

yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai

Judicial jurisdiction.

Kekuasaan lembaga peradilan, merupakan lembaga yang independen dan

berhak mengadili segala bidang permasalahan hukum baik yang

dilakukan oleh warga Negara bahkan Negara asing.
3. Putusan Pengadilan

Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi
definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan
atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut
Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa:
"Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan
diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari
pemeriksaan perkara gugatan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan
adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang
berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim
akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka
hadapi.*®

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim

merupakan suat pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai

%9 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him.
124.
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pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka
persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi
para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan
suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus
ditaati. Menurut bentuk penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan
menjadi 2 yaitu:

a. Putusan/vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara.

b. Penetapan/beschikking: suatu penetapan diambil berhubungan dengan
suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “yuridiksi
voluntair”.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk
menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Putusan
mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan
pembuktian dan kekuatan eksekutorial:

a. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk
menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang
terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk
terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim
mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang
mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

b. Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta otentik yang dapat
digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan

diperlukan . Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan
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bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.
Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang
yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka, ini
dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan
langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun
penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat
pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah
bersifat sempurna (volleding), mengikat (bindede), dan memaksa
(dwinged).

c. Kekuatan eksekutorial. = Suatu  keputusan  dimaksudkan  untuk
menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau
hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau
hukumannya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya
(ekskutorialnya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari dari suatu
putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu
tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu
menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir,
maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan
untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat
negara.®°

4. Asas Hukum Umum

Menurut P.Scholten menjelaskan asas hukum bukanlah sebuah aturan

hukum (rechtsegel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas

80 Sudikno Metokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesi, Liberty, Bandung, 1993, him. 173
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hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu

banyak berbicara (of niets of veel zeide). Penerapan asas hukum secara

langsung melalui jalan pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena
perlu dibentuk isi yang konkret.®*
Berikut asas-asas hukum®? , yaitu :

a. Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan
patut, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang
menjadi bagiannya).

b. Eenieder wordt geacht de wet te kennen (tiap orang dianggap mengetahui
undang-undang). Dilndonesia dalam undang-undang yang tertera pada
Lembaran Negara Republik Indonesia selalu menjelaskan “Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Maka
setiap orang dianggap tahu dengan adanya undang — undang tersebut.

c. lcorpus iurus civis (undang-undang hanya mengikat kedepan dan tidak
berlaku surut). Asas ini juga tertera pada Pasal 2 Ketentuan Umum
Perundang-undangan untuk Indonesia yang menentukan bahwa undang-
undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Asas
dalam Pasal 2 ini berlaku untuk peraturan perundang-undangan perdata,

pidana, administrasi negara, dan sebagainya.

61 A.Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Negara, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,hIm.331

62 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar llmu Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014, him.144
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. Lex superior derogat legi inferiori (ketentuan yang lebih tinggi
mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah) . Asas ini sesuai dengan
teori tangga perundang — undangan dari Hans Kelsen dimana kekuatan
mengikat suatu peraturan terletak pada peraturan yang lebih tinggi,
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya.

. Lex posteriore derogat legi priori, Undang-undang yang lebih baru
mengesampingkan undang-undang yang lebih lama, namun ini berlaku
untuk perundang-undangan yang sederajat.

. Lex spesialis derogat legi generali (ketentuan khusus mengesampingkan
ketentuan umum).

. Pacta sunt servanda (perjanjian adalah mengikat). Asas ini merupakan
dasar pikiran dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa
tiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang —
undang bagi para pihak yang membuatnya.

. Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (tidak
seorangpun dapat memberikan hak pada orang lain lebih daripada yang
dimilikinya).

Nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali (tiada kejahatan, tiada
pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu).

Actus non facit reum nisi mens sit rea (perbuatan tidak membentuk

kejahatan kecuali jika jiwanya bersalah).
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Sedangkan mengenai asas dalam perundang-undangan, Purnadi dan

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai asas perundang-undangan ,antara

lain sebagai berikut :5

a.

b.

Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai
derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan
mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih
tinggi.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang

yang bersifat umum. (Lex spesialis derogat legi generali).

. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang — undang

yang berlaku terdahulu (Lex posteriore derogat legi priori).

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai
kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu,

melalui pembaruan dan pelestarian (Asas welvaarstaat).

8 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,Perundang- undangan dan Yurisprudensi, Alumni,
Bandung,1979,hIm.15-19.



BAB Il1

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012.

A. MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA).
Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi yang pembentukannya
didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jo. Pasal 111
Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir
terhadap UUD NRI 1945 melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan
tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi
kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita
negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan
yang bermartabat. Visi tersebutlah yang menjadi pedoman bagi Mahkamah
Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan
bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.®*

1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan

bahwa :

64 Janedjri M. Gaffar, Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Surakarta, 2009, HIm. 1-2.
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a. Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk
menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu Mahkamah
Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan
yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan
pemisahan atau pembagian kekuasaan (separation or distribution of power).
Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan
BPK. Setiap lembaga negara yang menjalankan penyelenggaraan negara
sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan
konstitusi.

Kedudukan kelembagaan serta independensi Mahkamah Konstitusi
kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam
undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan
salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk
mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta
dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan
terpisah dari cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga
permusyawaratan—perwakilan  (legislature). Meski  sederajat  dan
kedudukannya sama, hanya saja struktur kedua organ kekuasaan kehakiman
ini terpisah satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan
tingkat pertama dan terakhir dan tidak mempunyai struktur organisasi sebesar
Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya
bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan
peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan
Militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan
sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan

bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah
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Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan
kepentingan umum yang lebih luas.

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi
kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural
maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan
ketentuan undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata
anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain. Hanya saja,
sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai
organisasi dan tata kerja kesekretariat jenderalan dan kepaniteraan serta
administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul
Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi
secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Adapun fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun
fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang
dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat
ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan
supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang
ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri
yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar,

melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip



67

negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta
perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan
bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara
ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga
konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan
kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahakamah
Konstitusi  juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman
ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.®®

Fungsi tersebut kemudian dijalankan melalui wewenang yang dimiliki,
yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan
pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah
Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar
belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada
keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya,
yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir
final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi
manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitutional warga
negara (the protector of the citizen"s constitutional rights), dan pelindung

demokrasi (the protector of democracy).®

8 A. Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Jakarta, 2006, HIm. 119.

% Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,
2010, Him. 10.
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2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Merujuk pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD RI 1945,
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang kemudian dijabarkan ke dalam empat kewenangan serta satu
kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua ayat tersebut disebutkan
bahwa :

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu.

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan
kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi
merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan
Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Dengan demikian, perkara-perkara yang diadili oleh Mahkamah
Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan kelembagaan negara atau
institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun yang

berkenaan dengan pengujian terhadap norma hukum yang bersifat umum dan
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abstrak, bukan wurusan orang per orang atau kasus demi kasus
ketidakadilan secara individuil dan konkrit. Kendati demikian, pada
kenyataannya juga terdapat persoalan yang bersifat konkrit dan individuil
seperti yang berkenaan dengan perkara ,impeachment”terhadap Presiden atau
Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya Mahkamah Agung pada
hakikatnya adalah ,court of justice", sedangkan Mahkamah Konstitusi
adalah ,court of law". Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan
keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem
keadilan itu sendiri.

Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-
undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Presiden untuk menjadi undang-undang, kini tidak lagi bersifat final
melainkan dapat diuji material (judicial review) ataupun uji formil
(procedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.®’
Permintaan pengujian undang-undang ini dapat dilakukan oleh masyarakat
baik individu ataupun masyarakat hukum adat (sepanjang masih diakui
keberadaannya) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat
pelaksanaan dari suatu undang-undang.

Menurut Jimly  Asshiddigie, selain undang-undang, Mahkamah
Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu), sebab Perpu merupakan undang-undang dalam arti materiil

7 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum, Kencana, Jakarta,
2011, Him. 111.
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(wet in materiele zin).®® Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji
konstitusionalitas Perpu terhadap UUD NRI 1945 untuk mencegah terjadinya
kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang,
sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya
untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pengaturan tentang Perpu terdapat dalam BAB VIl Tentang DPR Pasal
22 UUD NRI 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Perpu
merupakan bagian dari kewenangan DPR (membentuk UU) akan tetapi karena
dibentuk dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka Perpu
dibentuk dengan cara yang khusus yaitu oleh Presiden tanpa melalui
persetujuan DPR terlebih dulu. Persetujuan DPR akan diberikan dalam
persidangan berikutnya, dan jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan
Pemerintah tersebut harus dicabut.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat
negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan
dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau
mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.%®
Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah mengandung “idee des
recht” atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan

8 Jimmly Asshiddigie, Perihal Undang- Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Him. 87.

%9 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999, Him.
175.
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putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu penemuan-
penemuan hukum baru (recht vinding).

Salah satu hal yang patut digaris bawahi terkait putusan Mahkamah
Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan
pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang terjadi pada pengadilan lain dimana
seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim seperti,
upaya hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, upaya
hukum Kkasasi atas putusan hakim pengadilan banding, dan Peninjauan
Kembali (PK) terhadap putusan kasasi.

a. Jenis Putusan

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu
putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau
putusan akhir dan putusan yang dibuat di dalam dan menjadi bagian dari
proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut
dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi
adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak
yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara
yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa
permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait

dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.
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Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada
awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan
penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk
menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”® Pada perkembangannya,
putusan sela juga dikenal dalam perkara pengujian undang-undang dan
perselisihan hasil Pemilu.

b. Sifat Putusan

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan
menjadi tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir.”* Putusan
declaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum.
Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu
benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan
hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan
condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau
termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang
menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir dan

constitutief. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang

0 Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op cit., HIm. 51-52.
" Ibid. HIm. 55
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menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan
menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-
undang, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena menyatakan
apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan
dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut
meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan
menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang
mungkin memiliki sifat condemnatoir adalah dalam perkara sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada
pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal
64 Ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal
permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa
termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan
yang dipersengketakan.’?

c. Pengambilan Keputusan

Dalam hal pengambilan keputusan, putusan diambil dalam rapat
permusyawaratan hakim (RPH). Dalam proses pengambilan putusan, setiap
Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

terhadap permohonan. ”® Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin

2 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, HIm. 240.
73 Pasal 45 Ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003.
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diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.”* Apabila tidak dapat

dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya. "> Apabila
tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara
terbanyak. ® Di dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003
ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak
ada suara abstain.

RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke 9
hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh
7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa
yang dimaksud dengan frase tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud
kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang
menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH,
misalnya karena alasan sakit.

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8
atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi,
dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan
perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4.
Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terdapat 4
hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi menolak atau tidak

menerima. Pada kasus seperti ini dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (8) UU No.

74 Pasal 45 Ayat (4) dan Ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.
75 Pasal 45 Ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003.
76 Pasal 45 Ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.
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24 Tahun 2003 menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno hakim
konstitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi perbandingan suara
sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan Mahkamah
Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini
merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang
ditentukan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian setelah putusan dibacakan,
Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak
dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

d. IsiPutusan

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada
UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-
masing hakim konstitusi.”” Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2
(dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan
Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan
dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya
menolak permohonan (Ontzigd), permohonan tidak diterima (Niet Ontvakelijk
Verklaard) atau permohonan dikabulkan.

Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam
sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari

lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para

7 Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003.
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pihak.” Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan

memutus, serta oleh panitera. Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan Mahkamah

Konstitusi harus memuat:™

a) Kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

b) Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan
termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik
prinsipal maupun kuasa hukum.

c) Ringkasan permohonan.

d) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan

e) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

f)  Amar putusan.

g) Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 Ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003
mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda
dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam
praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak
jika musyarawah tidak dapat mencapai mufakat. Pendapat berbeda dapat
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) dissenting opinion; dan (2) concurent
opinion atau consenting opinion. Dissenting opinion adalah pendapat

berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan.

78 Pasal 45 Ayat (9) dan Ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003.
79 Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2003.
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Sedangkan concurent opinion adalah pendapat berbeda yang tidak
memengaruhi amar putusan.®® Perbedaan dalam concurent opinion adalah
perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.

Concurent opinion karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda
dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari
hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum
yang memperkuat amar putusan. Sedangkan dissenting opinion, sebagai
pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam
putusan. Dissenting opinion merupakan salah satu bentuk pertanggung
jawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud
transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum
putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara
mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan
yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah
Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5
berbanding 4.

Dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan dissenting
opinion mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, dissenting opinion
ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah

pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan. Pada

8 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang- Undang, Sekertariat Jenderal dan

Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, HIm. 289-291.
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perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan
masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca dissenting
opinion baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang.
Terlebih lagi apabila dissenting opinion tersebut cukup banyak sebanding
dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas.

Oleh karena itu penempatan dissenting opinion tersebut kembali diubah,
yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan
hakim konstituti serta panitera pengganti. Saat ini, dissenting opinion
ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun
sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti.

4. Pengujian Undang-Undang

Definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang
dianut oleh negara yang bersangkutan, sistem pemerintahan, dan sejarah
ketatanegaraan sebuah negara. Istilah judicial review selain digunakan pada
negara yang menggunakan common law system juga digunakan dalam
membahas tentang pengujian pada negara yang menganut civil law system.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqgie, yaitu: ,Judicial
Review" merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk
hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun
yudikatif dalam rangka penerapan prinsip ,checks and balances”
berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation of power).8

Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu judicial review, akan tetapi

81 Jimly Asshiddigie, Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang “Judicial Review” atas PP
No. 19/2000 Yang Bertentangan Dengan UU Nomor 31 Tahun 1999, tanpa tempat, tanpa tahun,
Him. 1
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karena sistem hukum yang menjadi landasan berbeda, maka definisinya akan
berbeda, karena pada negara dengan common law system tidak dikenal adanya
suatu peradilan khusus yang mengadili pegawai administrasi negara
sebagaimana dalam civil law system, maka terhadap tindakan administrasi
negara juga diadili di peradilan umum. Hal itu menyebabkan pada negara
yang menganut common law system hakim berwenang menilai tidak hanya
peraturan perundang-undangan, tapi juga tindakan administrasi negara
terhadap UUD.%2

Adapun menurut Sumantri, pengujian undang-undang merupakan suatu
wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta
apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan
tertentu. Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi
berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji,
waktu pengujian, serta jenis pengujiannya.
1. Subjek Pengujian

Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat
dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review),
pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review),®® maupun pengujian
oleh lembaga eksekutif (executive review). Dalam praktiknya Indonesia

mengatur ketiga pengujian tersebut.

82 Fatmawati, Hak Menguiji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Oleh Hakim Dalam Pengujian Udang-
Undang, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2005, HIm. 10.

8 H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, HIm. 187.
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Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan oleh
hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) pertama kali
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Sementara kewenangan
pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945 merupakan kewenangan
Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan amandemen terhadap UUD RI 1945,

Pengujian undang-undang oleh lembaga legislatif (legislative review)
dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas
serta menyetujui undang-undang (bersama-sama dengan Presiden). Sebelum
perubahan UUD NRI 1945, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945 berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR Rl Nomor I111/MPR/2000
Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Menurut Padmo Wahjono hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa undang-
undang sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan
kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji oleh MPR.84

Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review),
pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Salah
satu contoh pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) adalah dalam

hal pengujian Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Pasal 136 Undang-

8 padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet. 2, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1986, HIm. 15.
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Kemudian, berdasarkan Pasal 145 UU
Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat membatalkan Perda yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dalam
Peraturan Presiden.
2. Objek Pengujian

Yang dimaksud dengan objek pengujian yang diuraikan di sini adalah
objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma hukum itu dapat berupa
keputusan-keputusan hukum (i) sebagai hasil kegiatan penetapan
(menetapkan) yang bersifat administrative yang dalam bahasa Belanda
disebut sebagai beschikking; atau (ii) sebagai hasil kegiatan penghakiman
(menghakimi atau mengadili) berupa vonnis oleh hakim; atau (iii) sebagali
hasil kegiatan pengaturan (mengatur) yang dalam bahasa Belanda biasa
disebut regeling, baik yang berbentuk legislasi berupa legislative acts atau
pun yang berbentuk regulasi berupa executive acts.®> Ketiga bentuk norma
hukum tersebut di atas, ada yang merupakan individual and concrete norms,
dan ada pula yang merupakan general and abstract norms. Vonnis dan
beschikking selalu bersifat individual and concrete, sedangkan regeling selalu

bersifat general and abstract.8®

8 Jimmly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta,
2006, Him. 24-25.

8 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, HIm.

37-38.
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Pada pokoknya ketiga bentuk norma hukum tersebut diatas, yaitu
Produk Peraturan (Regels), Keputusan (Beschikkings), dan Penghakiman
Putusan (Vonnis), sama-sama dapat diuji secara hukum pula. Secara umum,
istilah pengujian atau peninjauan kembali itu dalam bahasa Inggrisnya adalah
review, yang apabila di lakukan oleh hakim, disebut sebagai judicial review.
Misalnya, pengujian hakim terhadap putusan hakim pengadilan dibawahnya
(banding, kasasi dan PK) juga biasa disebut sebagai judicial review. Demikian
pula pengujian hakim atas norma-norma peraturan umum biasa disebut
sebagai judicial review.

Jimly Asshiddigie juga membedakan jika pengujian itu dilakukan
terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract
norms) secara “a posteriori”’, maka pengujian itu dapat disebut sebagai
“judicial review”, akan tetapi jika ukuran pengujian itu dilakukan dengan
menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur maka, maka kegiatan
pengujian semacam itu dapat disebut sebagai “constitutional review” atau
pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari
norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of
law).8’

Dengan demikian, objek pengujian itu sendiri cukup luas cakupan
pengertiannya. Namun, yang dimaksud disini dibatasi hanya dalam konteks
pengujian produk peraturan saja. Hal ini pun perlu dibedakan lagi antara

produk legislative dan produk regulative antara legislative acts dan executive

87 Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op cit., HIm. 83.
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acts. Bahkan dalam sistem pengujian peraturan di Indonesia berdasarkan
Pasal 24 A jo. Pasal 24C UUD NRI 1945, juga perlu dibedakan antara
undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Pengujian
konstitusionalitas undang-undang dilakukan olen Mahkamah Konstitusi,
sedangkan pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang oleh
Mahkamah Agung.

Adapun perbedaan antara produk legislatif dan produk regulatif yaitu,
produk legislatif adalah produk peraturan yang ditetapkan oleh atau dengan
melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat, baik sebagai legislator ataupun
co-legislator.®® Dalam sistem hukum Indonesia dewasa ini, pada tingkat
nasional yang dapat disebut sebagai lembaga legislator utama atau legislatif
utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan co-legislator adalah
Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sementara, produk regulatif adalah produk pengaturan (regulasi) oleh
lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga
legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur lebih
lanjut materi muatan produk legislatif yang dimaksud itu ke dalam peraturan
pelaksanaan yang lebih rendah tingkatannya.8®
3. Waktu Pengujian

Dalam konteks pengujian undang-undang berdasarkan waktu
pengujiannya, dikenal istilah judicial review dan judicial preview yang mana

review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal

8 Jimmly Asshiddigie, loc cit., HIm. 30.
8 Ibid, HIm. 39.
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dari kata re dan view. Sedangkan pre dan view atau preview adalah
kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek
yang dipandang itu.

Dalam hubungannya dengan objek undang-undang Jimly Asshiddigie
mengemukakan perbedaan antara judicial review dan judicial preview sebagali
berikut: Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat
abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a posteriori”,
maka pengujian itu dapat disebut sebagai “judicial review”. Akan tetapi jika
pengujian itu bersifat “a priori”, yaitu terhadap rancangan undang-undang
yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana
mestinya, maka namanya bukan “judicial review”, melainkan “judicial
preview”.%

4. Jenis Pengujian

Dalam teori tentang pengujian (toetsing), dibedakan antara materiile
toetsing dan formeele toetsing. Pembedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan
perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (undang- undang dalam arti
materiil) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal). Kedua
bentuk pengujian tersebut oleh UU Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan
istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang.®
Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil,

sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.

% Jimly Asshiddigie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet. 2,
Konstitusi Press, Jakarta, 2005, HIm. 6-7.
%1 Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003.
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Dalam Pasal 51 Ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa
dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a)
pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
(b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Artinya, objek pengujian atas suatu undang-undang
sebagai produk hukum (by product) tidak selalu terkait dengan materi
undang-undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan
undang-undang itu.

Jika pengujian undang-undang tersebut di lakukan atas materinya, maka
pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat mengakibatkan
dibatalkannya sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Pada
umumnya, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian-bagian saja dari
materi muatan suatu undang-undang yang diuji itu dan dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan selebihnya tetap berlaku
sebagaimana adanya. Yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang
itu, ialah isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-
undang.

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji materiil ialah
mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya
bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara Jimly

Asshiddigie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan
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kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang
lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu
aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.®? Beliau
menjelaskan lebih lanjut, misalnya, berdasarkan prinsip “lex specialis
derogate legi generalis’, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat
dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan
materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula
dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh
hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai
dengan prinsip “lex superiori derogate legi inferiori".%

Adapun pengertian dari pengujian formil menurut Sri Soemantri dan
Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang
dikemukakan dalam UU Mahkamah Konstitusi. Sri Soemantri menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk
menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya,
terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur
dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku ataukah tidak,
sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah
mengenai prosedur pembuatan undang- undang.

Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie
merupakan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian

formal. Jimly Asshiddigie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat

92 Jimmly Asshiddigie, Hukum Acara ... op cit., HIm. 1.
% Ihid.
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disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing) tidak hanya mencakup
proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup
pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang, dan pemberlakuan
undang-undang.®* Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait
dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi
institusi yang membuatnya.®

B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-
X/2012.
1. Latar Belakang Uji Materi Pasal 55 Ayat (2) dan (3) UU No 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini sebenarnya
adalah jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008, terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945. Judicial Review ini diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV.
Benua Enginering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUU-
X/2012. Pemohon merupakan Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang
Bogor.

Selanjutnya pemohon selaku pengguna bank syariah tersebut merasa
dirugikan dengan berlakunya pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, akhirnya mengajukan uji materi Pasal 55 ayat (2)

dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terhadap Pasal 28 ayat (1)

% Jimmly Asshiddigie, loc cit., HIm. 62-63.
% Jimmly Asshiddigie, Menelaah Putusan ... op cit., HIm. 1
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Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.

2. Permohonan dan Alasan Pokok Pemohon.

Adapun permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu agar menyatakan materi muatan Pasal 55
ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bertentangan dengan
ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan
dinyatakan pula tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

Selain itu pemohon menyertai beberapa alasan pokok pengajuan uji
materi pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) tahun 2008, yaitu:

a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun kepastian hukum
tersebut tidak didapatkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008, karena mempersilahkan para pihak untuk memilih
lembaga peradilan (choice of forum) dalam menyelesaikan sengketanya
perbankan syariah dalam perkara yang substansinya sama dan objeknya
yang sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang ini menyatakan
“Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah” sehingga memunculkan pertanyaan
apakah lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak sesuai

ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah?
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padahal ayat lainnya dalam undang-undang perbankan syariah ini tepatnya
Pasal 55 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas telah menentukan
peradilan mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan sengketa
perbankan syariah, maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan
menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian
hukumnya.

b. Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut “Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan Sengketa Perbankan
Syariah” dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan
kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan
mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah yang menurut
pemohon bisa diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di
lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas
akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada
kepastian hukum yang dijamin.

c. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut nampak dengan dirugikannya
pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dimana
perkaranya sekarang sedang berproses ke Mahkamah Agung untuk
menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap permohonan uji materi

Pasa 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terhadap
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Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut, Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012
yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29
Agustus 2013.
Adapun amar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan
Nomor perkara 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.Terhadap
putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak semua
hakim konstitusi sepakat karena Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan

Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (concurring opinion)
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sekalipun memiliki putusan yang sama, adapun Hakim Konstitusi
Muhammad Alim memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion).
4. Redaksi Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan isi akad.

3. Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 Undang-undang No 21 Tahun 2008:

1. Cukup jelas.

2. Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan
isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. Musyawarah

b. Mediasi Perbankan

c. Melalui badan Arbitase Syariah (Basyarnas) Atau lembaga arbitase
lain; dan atau

d. Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

3. Cukup Jelas.%®

% Tim Redaksi Focus Media, Undang-Undang Perbankan Syariah Dan Surat Berharga Syariah
Negara, Focus Media, Jakarta, 2008, him. 71



92

5. Ulasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara redaksi, pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No 21 tahun
2008 tentang perbankan syariah ini, memang tidak ada yang dirubah sama
sekali.

Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008°%” menyebutkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan isi akad.

3. Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang semula sebagai materi utama judicial
review justru tidak mengalami perubahan. Ini dapat diartikan bahwa majlis
hakim konstitusi tidak melihat adanya pertentangan ayat (2) dan (3) dengan
pasal 28 D UUD 1945. Namun yang menjadi sorotan utama pasca putusan ini
adalah Penjelasan Pasal 55 ayat 2 yang menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. Musyawarah

b. Mediasi Perbankan

7 1bid
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c. Melalui badan Arbitase Syariah (Basyarnas) Atau lembaga arbitase lain;
dan atau
d. Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.®

Redaksi penjelasan pasal 55 ayat (2) inilah yang justru dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945
dalam pembacaan Putusan MK No 93/PUU-X/2012.

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk 4 hal. Pertama, Menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, Memutus
pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.

Berkenaan dengan pembahasan ini, kewenangan pengujian pasal 55 ayat
(2) dan (3) ini sangat jelas masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi
point pertama. Sedangkan posisi pasal yang diuji tersebut sebagaimana yang
telah dinyatakan dalam UU No 24 pasal 57 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan

% Ibid, him. 122-113.
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dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau
bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Adapun bilamana sebuah pasal dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka secara otomatis tidak lagi mempunyai landasan hukum.
Maka pasal tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena
bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah  Konstitusi dalam kompetensinya menimbang dan
memutuskan bahwa apakah pasal tersebut sesuai dengan konstitusi Negara atau
tidak. Artinya putusan bukan dengan membuat ketentuan baru. Akan tetapi
hanya mengembalikan undang-undang, pasal, ayat maupun penjelasan ayat
yang diuji sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Untuk itu beberapa
implikasi yang terjadi pasca putusan ini pun bukan karena Mahkamah
Konstitusi yang membuat atau yang menentukan demikian. Namun karena
pembentuk undang-undang atau ketentuan undang-undang mengatur demikian.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap
penyelasaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia melalui non litigasi.
Diantaranya adalah sebagai berikut, Mengenai ayat 2 yang sudah tidak lagi ada
penjelasannya, yaitu masih nampak adanya pilihan forum. Karena redaksi pasal
sama sekali tidak ada perubahan. Yaitu “dalam hal para pihak telah
memperjanjikan selain sebagaimana yang dimaksud ayat (1)”. Dari redaksi itu
terlihat dalam kata “memperjanjikan” sangat kental adanya asas kebebasan

berkontrak.
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Adanya ayat kedua yang membuka pilihan forum ini, bila diperhatikan
jelas menjadi pilihan kedua. Sehingga tepat bila pilihan forum ini disebut
sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena yang utama
adalah ayat (1), yaitu Peradilan Agama yang mendapatkan kewenangan mutlak
dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Selain itu dalam pasal ini,
muatan faham individualisme dalam asas kebebasan berkontrak yang
mengatasnamakan keinginan personal terlihat melalui redaksi “selain
sebagaimana yang dimaksud ayat (1)” dapat diartikan ada keinginan
sendiri/kedua belah pihak untuk sepakat tidak mengikuti ketentuan pertama
dan beralih pada pilihan sesuai kehendak (keinginan) yang disepakatinya
(sendiri).

Sedangkan pada redaksi yang setelahnya yaitu “penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai isi akad”. Ini memperkuat adanya muatan asas hukum
perikatan. Maka, adanya pasal ini sangat menekankan adanya pencantuman
akad dari hasil musyawarah mufakat kedua belah pihak. Karena akad akan
sangat menentukan dimana, bagaimana bentuk dan isi, serta penyelesaian
sengketanya. Bilamana sudah tercantum akan ada kejelasan dan kepastian
hukumnya. Termasuk forum mana yang dikehendaki untuk penyelasaian
sengketa. Karena akad akan menjadi undang-undang dan ketentuan yang
mengikat bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya.

Dengan disebutkannya akad sebagai syarat pilihan forum ini, menjadi
kewajiban dan keharusan para pihak yang berkontrak menuangkan hasil

kesepakatan guna menghindari ketidakpastian hukum ataupun pelanggaran
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akan pengingkaran akad. Apabila tidak dicantumkan, dengan tidak adanya
penjelasan pasal (2) atau lebih tepatnya melihat penjelasan ayat (2) yang sudah
tidak berkekuatan hukum ini, secara otomatis dikembalikan kepada ketentuan
ayat (1). Yaitu Peradilan Agama sebagai penyelesai absolut perbankan syariah.
Untuk itu pencantuman akad tidak bisa diremehkan.

Pilihan forum yang terkandung dalam redaksi pasal ayat (2) ini memang
tidak lagi ada penjelasannya. Namun bila dilihat dari redaksi ‘“selain
sebagaimana yang dimaksud ayat (1)” mengandung arti masih terbukanya
pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar Peradilan
Agama.

Bila dilihat dari asas kebebasan berkontrak, memang tidak bisa
dipungkiri merupakan hak seorang untuk menentukan akad dan forum
penyelesaian sengketanya. Baik litigasi maupun non litigasi. Dalam litigasi
penulis sepakat kewenangan menangani sengketa perbankan syariah mutlak
dan tunggal di Peradilan Agama. Namun kemutlakan Pengadilan Agama tidak
lantas menghilangkan pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah selain
peradilan agama.

Penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mayoritas hakim
tersebut, bukan berarti menghapus semua pilihan forum hukum non litigasi.
Juga bukan berarti menghapus sebagian pilihan forum non litigasi yang ada di
penjelasan pasal (yaitu Musyawarah, Mediasi, Basyarnas atau Arbitase lain).

Akan tetapi justru membuka lebar semua bentuk alternatif penyelesaian
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sengketa perbankan syariah secara non litigasi baik di dalam maupun luar
pengadilan (yaitu musyawarah, Basyarnas, arbitrase lain, konsultasi, konsiliasi,
negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilaian ahli) Namun yang terpenting diatas
semua bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah prinsipnya.
Sebagaimana yang terkandung dalam ayat (3). Jangan sampai
keanekaragaman alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang terbuka oleh
pasal (2) ini sampai mengurangi kemutlakan ketentuan utamanya yaitu pasal
(1). Namun juga tidak melupakan apa yang terkandung dalam ayat (3), yaitu
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan
ekonomi syariah mulai dari niat, akad hingga penyelesaian sengketa selalu
diiringi dengan prinsip syariah. Sehingga ada kesesuaian antara pelaksanaan

dengan nilai dan prinsip yang terkandung.



BAB IV
KEWENANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

93/PUU/X/2012

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Sengketa Perbankan
Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012

Perkembangan kegiatan pinjam-meminjam pada perbankan syariah di
Indonesia yang melaju dengan pesat membuat persengketaan antara pihak bank
dengan pihak debitur sulit untuk dihindari. Sengketa atau konfliks hakekatnya
merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan
antara dua pihak atau lebih. Adanya persengketaan ini akibat dari berbagai
kegiatan yang menimbulkan gesekan-gesekan diantara kedua belah pihak
dimana gesekan-gesekan ini sulit untuk dielakkan yang pada akhirnya
menjelma menjadi suatu sengketa atau ketidaksepahaman diantara kedua belah
pihak.

Mengingat kemungkinan munculnya persengketaan diantara kedua belah
pihak maka perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian untuk meniadakan
atau setidak-tidaknya mengurangi kadar yang dapat merugikan salah satu
pihak. Oleh karena itu cara penyelesaian sengketa merupakan salah satu poin
pada perjanjian kredit. Selain itu, persengketaan yang tidak diselesaikan secara
cepat juga berimbas pada kelancaran operasional perbankan dan lebih jauh juga

berdampak pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan
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produktifitas, kemandulan dalam dunia bisnis dan biaya produksi yang
meningkat.%

Dala usaha-usaha penyelesaiannya, akan tampak bahwa bentuk sengketa
beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahannya,
yang mana setiap permasalahan memiliki banyak liku-liku. Akan tetapi, pada
akhirnya inti pokoknya akan muncul kepermukaan. Berbagai faktor individual
maupun pengaruh lingkungan akan menguasai emosi para pihak yang
bersengketa tanpa disadari bahwa kehidupan manusia telah diatur dan
dipermudah oleh ketentuan-ketentuan hukum, yang memiliki jalur yang pasti,
dalam jalur mana dapat dicarikan penyelesaiannya. Maka di dalam usaha
menelusuri jalur-jalur hukum tersebut, peranan para ahli hukum sangat
menentukan. Keputusan para ahli ini dapat dilakukan melalui lembaga resmi
negara seperti Pengadilan, atau yang Kini telah berlangsung sejak lama di
forum nasional maupun internasional, yang dilakukan melalui mekanisme
Arbitrase/Alternative Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)
yang memiliki hukum/ketentuan/kebiasaan-kebiasaan khusus.

Dalam penyelesaian sengketa, berbagai pihak diberikan kebebasan untuk
menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dihendaki oleh
kedua pihak, apakah melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) ataupun jalur
litigasi (pengadilan).

Pada dasarnya jalur litigasi merupakan the last resort atau ultimum

remedium atau merupakan pilihan sarana penyelesaian sengketa yang terakhir

9 Suyud Margono, ADR &Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2004, him 12.
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setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak menemukan titik temu atau
jalan keluar. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa
perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law
approach), melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 1% Hakim adalah
aparat penegak hukum yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili suatu
sengketa. Tugas seorang hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil,
yaitu mengadili pihak-pihak yang bersengketa itu dalam sidang pengadilan dan
kemudian memberikan putusannya sehingga dapat menyelesaikan sengketa
tersebut. Tugas hakim yang demikian termasuk jurisdictio contentiose, yaitu
kewenangan mengadili dalam arti memberikan putusan yang adil dalam suatu
sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas tersebut maka harus bersifat bebas,
artinya tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga.

Proses litigasi dikatakan sarana penyelesaian sengketa yang terakhir
karena dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu
sama lain.'®* Selain itu proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan
masalah baru akibat sifat dari putusan pengadilan yang win-lose, tidak
responsif, memakan waktu yang cukup panjang dan bersifat terbuka untuk
umum. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan baru diantara pihak-pihak
yang bersengketa.%?

Dalam menyelesaikan suatu sengketa, selain menggunakan jalur litigasi

100 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta:Citra Media, 2006, him 9.

101 Suyud Margono, ADR &Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2004, him 12.

192 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him 9.
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juga menggunakan jalur non litigasi, seperti musyawarah, penyelesaian adat
dan lain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati
oleh masyarakat adalah melalui lembaga ADR (Alternative Dispute
Resolution).

Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur non litigasi
dianggap sebagai premium remedium atau first resort (upaya awal) dalam
menyelesaikan sengketa. Sedangkan jalur litigasi digunakan setelah
penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.%3
Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa
Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas
Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R.
Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah gadha yang berarti
menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut
istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang
mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari
Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang
diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan
hukum. 04

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum,

103 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta:Citra Media, 2006, him 9.

104 Cik Hasan Basri, op.cit, him. 3
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menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin
ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang
ditetapkan oleh hukum formal.1%

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan
terdapat 4 lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu pertama adalah
Peradian Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kedua
adalah Peradilan Agama, ketiga adalah Peradilan Militer dan keempat adalah
Peradilan Adminitrasi.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman
tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkurangan
peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota
negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan
seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim
agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ada dua macam
peradilan yang digunakan yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama.
Sebelum adanya perubahan kekuasaan peradilan agama yaitu pada pasal

Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1989 pengadilan agama tidak mempunyai

1%Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, him. 9
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wewenang dalam mengadili perkara atau sengketa perbankan syariah karena
belum adanya bank-bank syariah di Indonesia. Pada saat itu, sengketa yang
terjadi hanya antara pihak bank konvensional dengan pihak nasabah, oleh
karena itu jika terjadi sengketa antara pihak bank dengan pihak nasabah maka
penyelesaiannya ke pengadilan negeri.

Sedangkan pada tahun 2006 terjadi perubahan kekuasaan pada
pengadilan agama yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
Salah satu perubahnnya adalah tambahan atau perluasan wewenang Peradilan
Agama pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
menyatakan “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Kompetensi badan peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana masing-
masing lingkungan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan
masing-masing baik yang bersifat absolut maupunyang bersifat relatif.

Kompetensi absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam
perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan lainnya.%® Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan
dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak
tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya.

Pengadila Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya

106 Roihan A Rasyid, Op.cit, him.,27
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memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri
berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga
meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat
pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor
pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradian syariah
Isam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA)
sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota
kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat
banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan
PengadilanTinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.'®” Dalam lingkungan Peradila Agama,
Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor)
peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama,
sedangkan  Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai
pengadian tingkat banding.%

Kompetensi peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beraga Islam mengenai perkara

107 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU
No. 50 Tahun 2009 Pasal 1,2,3,4,dan 6.

108 A Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, Tahun 2012, him.32-33.
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perdata tertentu sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7.
Tahun 1989 yang telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Salah satu perubahnnya
adalah tambahan atau perluasan wewenang Peradilan Agama pada Pasal 49
huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan “Peradilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Dengan adanya tambahan kewenangan tersebut, Peradilan Agama harus
mempersiapkan diri terutama dari sisi SDM Hakimnya untuk meningkatkan
penguasaan materi ekonomi syariah agar dalam menjalankan tugas dan
kewenangan tersebut dapat dilakukan secara profesional.

Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan
syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya dipilih oleh pihak bank dan
nasabahnya ketika terjadi sengketa diantara mereka. Hal ini disebabkan karena
adanya dualisme pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa perbankan
syariah, yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni di dalam penjelasan
Pasal 55 Ayat (2) point (d) memberikan peluang untuk memilih Pengadilan
Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang menyatakan sebaliknya. Salah satu poin penting yang terdapat

dalam amandemen undang-undang tersebut ialah berupa perluasan
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kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah ini kemudian oleh
beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan sengketa
kewenangan antara dua pranata sosial saja, tapi juga telah menimbulkan
“ketidakpastian hukum” bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya. Dan,
hal ini tentunya bertentangan dengan amanah UUD RI 1945 sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) yang secara tegas menyatakan
bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Silang pendapat mengenai wewenang Pengadilan Negeri dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah terus bergulir, karena apabila dilihat
dari ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni di dalam
penjelasan Pasal 55 Ayat (2) point (d) memberikan peluang untuk memilih
Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah
karena nasabah perbankan syariah tidak seluruhnya merupakan yang beragama
Islam. Tetapi seharusnya ketika seseorang telah ikut dalam suatu akad
diperbankan syariah maka sudah seharusnya mengikuti segala peraturan yang
ada didalamnya, maka secara tidak langsung ia telah tunduk secara sukarela
kepada hukum islam sehingga tidak perlu lagi memilih Pengadilan Negeri
sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah. Selain alasan tersebut, alasan

yang lain terkait pemilihan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian
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sengketa antara pihak bank dengan nasabah adalah adanya klausa dalam akad
perjanjian yang menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa maka tempat yang
dipilin dalam menyelesaikannya adalah melalui Pengadilan Negeri. Dengan
adanya kalusa tersebut maka perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai
undang-undang di antara pihak bank dengan pihak nasabah, seperti yang
dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang
bagi nereka yang membuatnya”.

Pemilihan sarana penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sebagai tempat
penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak tepat, karena secara peraturan,
perbankan syariah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan
pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan
khususya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan
hukum Islam. Maka Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempunyai
kompetensi memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang diberi
wewenang untuk mengadili sengketa antara pihak bank syariah dengan
nasabah melalui peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yang mana salah satu poin penting dalam amandemen undang-undang
tersebut ialah berupa perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah

yang tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dimana penjelasan
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Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan 11 (sebelas) kegiatan
usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah yakni bank syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana
syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun
lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Tetapi pada faktanya masih banyak perbankan syariah yang
menggunakan Pengadilan Negeri sebagai pilihan sarana penyelesaian sengketa
perbankan syariah. Salah satunya pada kasus yang sedang dianalisis pada tesis
ini yaitu sengketa pada Bank Syariah Mandiri cabang Kota Bekasi, dimana
pihak bank dan nasabah memilih sarana penyelesaian sengketa pada
Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi
dan wewenang dalam memeriksa masalah perbankan syariah karena sumber
hukum perbankan syariah adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Hal ini
disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah pihak bank tidak mengetahui
bahwa penyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah kewenangan
Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri dan kesiapan SDM dari
pengadilan agama yang belum memadai.

Pemilihan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa
antara pihak bank dengan pihak nasabah dikarenakan pemikiran masyarakat
akan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Negeri yaitu merupakan
Pengadilan Umum yang merupakan pengadilan bagi rakyat pada umumnya

yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara perdata dan perkara pidana
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yang mana telah memeriksa dan mengadili berbagai macam sengketa
perbankan.

Sedangkan Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus, karena hanya
mengadili perkara yang tertentu saja dan untuk golongan tertentu saja.'%
Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam
Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi
orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan
Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang
bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam
tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa perbankan syariah merupakan sebuah atribusi karena Pengadilan
agama memperolehnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yang mana salah satu poin penting dalam amandemen
undang-undang tersebut ialah berupa perluasan kewenangan Pengadilan
Agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang
ekonomi syariah yang tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 20086,
dimana penjelasan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan 11
(sebelas) kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah.

Dualisme penyelesaian perbankan syariah yang membuat ketidakpastian

hukum kepada para pihak yang bersengketa membuat seorang nasabah sebuah

109 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, HIm 20.
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bank syariah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk
memutuskan siapa yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan
syariah, dengan melakukan pengujian undang- undang (yudicial review)
terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) yakni Pasal 55 Ayat (2) dan (3) yang
mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan pokok permohonan bahwa
Pasal 55 Ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut telah menimbulkan
ketidakpastian hukum akibat adanya dualisme penyelesaian sengketa melalui
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Hasil pengujian ini kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan
Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013 yang secara garis besar
membatalkan penjelasan Pasal 55 Ayat (2). Dimana jika dianalisis kembali,
sudah terang bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) membuat norma baru, yaitu
adanya opsi Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Padahal dalam pasal induknya Pasal 55 Ayat (1) sudah jelas ditentukan sebuah
norma bahwa Peradilan Agama adalah lembaga penyelesaian secara litigasi.
Hal ini jelas bertentangan baik secara teori pembuatan peraturan perundang-
undangan maupun asas kepastian hukum yang wajib dalam sebuah produk
peraturan perundang - undangan.*°

Selain itu, terdapat pula pendapat lain yang sekiranya relevan terhadap
alas pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) di atas. Pendapat ini disampaikan

oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yakni Hamdan Zoelva yang

110 Abdurrahman Rahim, Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama). http://www.badilag.net
__diakses pada tanggal 14 Maret 2017. HIm. 15.
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menyatakan bahwa:*!!

Persoalan konstitusional utama yang dipermasalahkan oleh pemohon
adalah adanya ketidakpastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa
perbankan syariah berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang
menetapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai forum
penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tetapi di sisi lain, UU Perbankan
Syariah memungkinkan penyelesaian sengketa di luar lingkungan Peradilan
Agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak, yaitu antara lain
penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait
persoalan tersebut. Pertama, kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kedua,
penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar Pengadilan Agama sesuali
dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dibagi
dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi (separation court
system based on jurisdiction) masing-masing badan peradilan, yaitu
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembagian
keempat lingkungan peradilan tersebut menunjukan adanya pemisahan

yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang menimbulkan pembagian

11 jhat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. HIm. 41 - 45.
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kewenangan (kekuasaan) absolut atau atribusi kekuasaan (attributive

competentie atau attributive jurisdiction) yang berbeda-beda dan tertentu pada

tiap - tiap lingkungan peradilan. Sehingga jenis perkara tertentu yang
merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat
diperiksa oleh pengadilan lain.

Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan kemudian
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai berikut :

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan [Pasal 25 Ayat (2)].

2. Peradilan  Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan [Pasal 25 Ayat (3)]

3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan [Pasal 25 Ayat (4)].

4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan [Pasal 25 Ayat (5)].

Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
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beragama Islam di bidang: a) perkawinan. b) kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. c) wakaf serta shadagah.
Kewenangan Peradilan Agama tersebut diperluas berdasarkan Pasal 49 huruf i
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Lebih
lanjut, pengaturan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk
menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang - Undang Perbankan
Syariah.

Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut
dari Pengadilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan lain
karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut. Oleh karena itu tidak ada
lagi choice of litigation bagi para pihak ketika terjadi sengketa terkait dengan
perkara perbankan syariah dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum dicabut kewenangannya. Maka pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum wajib menolak untuk menangani
perkara perbankan syariah, jika masih ada pihak baik itu nasabah maupun
bank syariah yang memilih pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.,

Maka pengadilan yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan
sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Karena Pengadilan

Agama memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam memeriksa,
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memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang bersumber dari
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana salah
satu poin dalam amandemen undang-undang tersebut ialah berupa perluasan
kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah dan diperkuat dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 vyang
menghapus penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang
Nomor 21 Tahun 2008, dengan dihapusnya penjelasan pasal tersebut maka
tidak ada lagi pilihan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama adalah kewenangan
yang bersifat atribusi, seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon
bahwa salah satu cara memperoleh kewenangan adalah dengan atribusi. Suatu
instansi pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui atribusi
dikatakan memiliki kewenangan yang asli karena kewenangan tersebut
diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.*?

J.G. Brouwer*® berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan
yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga
Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah
asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama adalah kewenangan

112 DR. H. Salim HS, S.H., M. H., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013., HIm 195

113 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aeguilibri, Nijmegen,
1998, him. 16-17.
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yang absolut karena dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi).
Dengan demikian, hanya putusan Pengadilan Agama saja yang dianggap sah
dimata hukum sedangkan putusan pengadilan yang lain dianggap batal di mata
hukum. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis
yang benar.!* Hal ini sesuai dengan pengertian kewenangan yang disajikan

(13

oleh Indroharto, yaitu “ suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat
hukum” ®

Selain itu, menurut Philipus M. Hadjon wewenang yang dimiliki oleh
suatu instansi pemerintah harus mempunyai tiga komponen, yaitu:
1. Pengaruh
2. Dasar hukum; dan
3. Konformitas hukum.*®

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa perbankan syariah juga mempunyai tiga komponen tersebut.
Komponen pengaruh ialah bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama mempengaruhi perilaku pihak bank dan pihak nasabah, artinya dari
keputusan tersebut akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

pihak bank dan pihak nasabah. Komponen dasar hukum ialah bahwa

wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama didapat berdasarkan Oleh

114 . A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him.
219.

115 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka
Harapan, Jakarta, 1993, him. 68.

118 philipus M. Hadjon, Tentang Wewenagn Pemerintahan (bestuurbevoegdheid), Pro
JustitiaTahun XVI Nomor 1 Januari 1998, him. 90.
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Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimana
bertambahnya luasnya wewenang Pengadilan Agama vyaitu di sektor ekonomi
syariah. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga
memiliki hukum tetap dan mengikat. Sedangkan konformitas hukum yang
dimiliki dari kewenangan Pengadilan Agama adalah berasal dari standar umum
yang berasal dari pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan
dan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan standar khusus
berasal dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki ketiga komponen
kewenangan di atas dalam mengadili sengketa perbankan syariah, itulah yang
membuat Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili sengketa
perbankan syariah. Komponen pertama yaitu pengaruh ialah bahwa
penggunaan wewennag dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek
hukum. Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada dasarnya
Pengadilan Negeri tidak memiliki pengaruh karena subjek hukumnya
menggunakan syariat Islam yang mana syariat Islam ini tidak digunakan oleh
Majelis Hakim dalam memutuskan sengekta perbankan syariah yang

menggunakan syariat Islam dalam aktivitasnya.



117

Komponen kedua yaitu dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu
harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Pengadilan Negeri tidak mempunyai
dasar hukum dalam mengadili sengketa perbankan syariah setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Komponen Kketiga yaitu
konformitas hukum ialah adanya standar wewenang, yaitu adanya standar
umum atau standar khusus. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan
dalam mengadili sengketa perbankan syariah karena tidak memiliki standar
khusus dalam dunia perbankan syariah yaitu pengetahuan tentang syariat Islam.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama ini telah dijalankan dengan
adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2016 pada sengketa
antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sragen dengan
nasabahnya. Nasabah tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Sragen akibat adanya surat peringatan tentang pembayaran angsuran hutang
dan pemberitahuan bahwa jika tidak dapat membayar angsuran hutang maka
benda yang menjadi objek jaminan akan dijual secara lelang. Oleh karena itu
nasabah meminta kepada hakim untuk melakukan sita jaminan karena khawatir
benda yang menjadi jaminan akan dijual secara lelang oleh pihak bank padahal
nasabah masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang tersebut hanya
saja saat ini kondisi nasabah tersebut sedang mengalami kebangkrutan.

Gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sragen dan menerima
eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa pihak nasabah melakukan
wanprestasi dan seharusnya melakukan derden verzet bukannya mengajukan

gugatan karena lelang hak tanggungan belum terjadi. Keputusan Pengadilan
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Negeri Sragen yang menolak gugatan nasabah diperkuat oleh putusan
Pengadilan Tinggi Negeri Semarang. Pihak nasabah tidak terima dengan
keputusan ini maka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah
mempelajari kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pengadilan
Negeri Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini. Dari
putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat terlihat bahwa para hakim tunduk
dan patuh terhadap Keputusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan
bahwa kewenangan absolut dalam mengadili sengketa perbankan syariah
adalah Pengadilan Agama.

Akan tetapi faktanya masih banyak kasus sengketa perbankan syariah
yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Secara acak penulis mengambil 5 kasus
perbankan syariah yang diputus setelah terbitnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dari kelima kasus tersebut hanya satu yang
menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yaitu
kasus yang telah dijelaskan sebelumnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor
340 K/Pdt/2016).

Sedangkan keempat kasus yang lain masih diadili di Pengadilan Negeri
yaitu kasus sengketa PT. Bank syariah Mandiri Cabang Solo dengan
nasabahnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt/2013 yang
bersengketa perihal kehawatiran nasabah akan adanya pengalihan obyek
jaminan kepada pihak lain, maka nasabah sebagai penggugat mengajukan
permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek jaminan. Kasus

ini telah diadili di Pengadilan Negeri Solo lalu banding di Pengadilan Tinggi
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Negeri Semarang dan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Semua
Tingkat Pengadilan tersebut tidak ada satupun yang menjalankan Putusan
Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang kewenangan absolut
Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbankan syariah.

Pada kasus yang ketiga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327
K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yaitu sengketa antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan
ahli waris nasabahnya (istri) perihal pengajuan klaim asuransi jiwa dimana
nasabah tersebut telah menerima uang pinjamannya akan tetapi meninggal
sebelum pembayaran angsuran pertama. Pihak ahli waris (istri nasabah)
menginginkan sertifikat obyek jaminan kembali kepadanya sedangkan pihak
bank tidak bisa mengembalikannya akibat belum adanya uang klaim dari pihak
asuransi. Kasus ini bergulir dari Pengadilan Negeri mandailing Natal lalu
banding di Pengadilan Tinggi Medan sampai kasasi di Mahkamah Agung. Dari
semua tingkat pengadilan tersebut tidak ada satupun pengadilan yang
melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa
Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili sengketa perbankan
syariah. Pada kasus keempat dan kelima yang terjadi pada PT. Bank Syariah
Mandiri dengan nasabahnya dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pelembang
Nomor 101/Pdt/2013/PT.PLG dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor
6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Dum juga tidak ada yang melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Padahal seperti yang sudah

dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat declaratoir
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yang artinya dengan adanya putusan ini membatalkan hukum yang lama dan
menciptakan keadaan hukum baru.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang berwenang dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama, yang
mana wewenang Yyang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini merupakan
wewenang yang absolut karena disandarkan pada hukum yang berlaku dan
ditaati oleh masyarakat®'” yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012. Sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam
memutuskan sengketa perbankan syariah karena tidak memiliki pengaruh,
dasar hukum dan konformitas hukum dalam mengadili sengketa perbankan
syariah yang menganut syariat Islam.

B. Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa
Perbankan Syariah

Judicial Review terhadap Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur
CV. Benua Enginering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara
93/PUU-X/2012. Pemohon merupakan Nasabah Bank Muamalat Indonesia

Cabang Bogor.

117 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him.
280-288.
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Pemohon selaku pengguna bank syariah tersebut merasa dirugikan
dengan berlakunya pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No 21 tahun 2008, dimana
terdapat dualisme peradilan yang dapat memutuskan sengketa perbankan
syariah yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Akhirnya mengajukan
uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ke
Mahkamah Konstitusi, guna mendapatkan kepastian tentang pengadilan yang
digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankannya dengan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Bogor.

Secara redaksi, pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No 21 tahun
2008 tentang perbankan syariah ini, memang tidak ada yang dirubah sama
sekali. Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*'® menyebutkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan isi akad.

3. Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syariah.

Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang semula sebagai materi utama judicial
review justru tidak mengalami perubahan. Ini dapat diartikan bahwa majlis

hakim konstitusi tidak melihat adanya pertentangan ayat (2) dan (3) dengan

118 1hid
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pasal 28 D UUD 1945. Namun yang menjadi sorotan utama pasca putusan ini

adalah Penjelasan Pasal 55 ayat 2 yang menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi

akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. Musyawarah

b. Mediasi Perbankan

c. Melalui badan Arbitase Syariah (Basyarnas) Atau lembaga arbitase lain; dan
atau

d. Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.!!®

Redaksi penjelasan pasal 55 ayat (2) inilah yang justru dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945

dalam pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012.

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk 4 hal. Pertama, Menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, Memutus
pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisinan tentang hasil
pemilihan umum.

Berkenaan dengan pembahasan ini, kewenangan pengujian pasal 55 ayat

(2) dan (3) ini sangat jelas masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi

119 Ibid, him. 122-113.
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point pertama. Sedangkan posisi pasal yang diuji tersebut sebagaimana yang
telah dinyatakan dalam UU No 24 pasal 57 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau

bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Adapun bilamana sebuah pasal dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka secara otomatis tidak lagi mempunyai landasan hukum.
Maka pasal tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena

bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam kompetensinya menimbang dan
memutuskan bahwa apakah pasal tersebut sesuai dengan konstitusi Negara atau
tidak. Artinya putusan bukan dengan membuat ketentuan baru. Akan tetapi
hanya mengembalikan undang-undang, pasal, ayat maupun penjelasan ayat
yang diuji sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Untuk itu beberapa
implikasi yang terjadi pasca putusan ini pun bukan karena Mahkamah
Konstitusi yang membuat atau yang menentukan demikian. Namun karena
pembentuk undang-undang atau ketentuan undang-undang mengatur demikian.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap
penyelasaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia melalui non litigasi.
Diantaranya adalah sebagai berikut, Mengenai ayat 2 yang sudah tidak lagi ada

penjelasannya, yaitu masih nampak adanya pilihan forum. Karena redaksi pasal
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sama sekali tidak ada perubahan. Yaitu “dalam hal para pihak telah
memperjanjikan selain sebagaimana yang dimaksud ayat (1)”. Dari redaksi itu
terlihat dalam kata “memperjanjikan” sangat kental adanya asas kebebasan
berkontrak.

Adanya ayat kedua yang membuka pilihan forum ini, bila diperhatikan
jelas menjadi pilihan kedua. Sehingga tepat bila pilihan forum ini disebut
sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena yang utama
adalah ayat (1), yaitu Peradilan Agama yang mendapatkan kewenangan mutlak
dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Selain itu dalam pasal ini,
muatan faham individualisme dalam asas kebebasan berkontrak yang
mengatasnamakan keinginan personal terlihat melalui redaksi “selain
sebagaimana yang dimaksud ayat (1)” dapat diartikan ada keinginan
sendiri/kedua belah pihak untuk sepakat tidak mengikuti ketentuan pertama
dan beralih pada pilihan sesuai kehendak (keinginan) yang disepakatinya
(sendiri).

Sedangkan pada redaksi yang setelahnya yaitu “penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai isi akad”. Ini memperkuat adanya muatan asas hukum
perikatan. Maka adanya pasal ini sangat menekankan adanya pencantuman
akad dari hasil musyawarah mufakat kedua belah pihak. Karena akad akan
sangat menentukan dimana, bagaimana bentuk dan isi, serta penyelesaian
sengketanya. Bilamana sudah tercantum akan ada kejelasan dan kepastian

hukumnya. Termasuk forum mana yang dikehendaki untuk penyelasaian
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sengketa. Karena akad akan menjadi undang-undang dan ketentuan yang
mengikat bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya.

Dengan disebutkannya akad sebagai syarat pilihan forum ini, menjadi
kewajiban dan keharusan para pihak yang berkontrak menuangkan hasil
kesepakatan guna menghindari ketidak pastian hukum ataupun pelanggaran
akan pengingkaran akad. Apabila tidak dicantumkan, dengan tidak adanya
penjelasan ayat (2) atau lebih tepatnya melihat penjelasan ayat (3) yang sudah
tidak berkekuatan hukum, secara otomatis dikembalikan kepada ketentuan ayat
(1). Yaitu Peradilan Agama sebagai penyelesai absolut perbankan syariah.
Untuk itu pencantuman akad tidak bisa diremehkan.

Pilihan forum yang terkandung dalam redaksi ayat(2) ini memang tidak
lagi ada penjelasannya. Namun bila dilihat dari redaksi “selain sebagaimana
yang dimaksud ayat (3)” mengandung arti masih terbukanya pilihan forum
penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar Peradilan Agama.

Bila dilihat dari asas kebebasan berkontrak, memang tidak bisa
dipungkiri merupakan hak seorang untuk menentukan akad dan forum
penyelesaian sengketanya. Baik litigasi maupun non litigasi. Dalam litigasi
penulis sepakat kewenangan menangani sengketa perbankan syariah mutlak
dan tunggal di Peradilan Agama. Namun kemutlakan Pengadilan Agama tidak
lantas menghilangkan pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah selain
peradilan agama.

Penjelasan pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mayoritas
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hakim tersebut, bukan berarti menghapus semua pilihan forum hukum non
litigasi. Juga bukan berarti menghapus sebagian pilihan forum non litigasi
yang ada di penjelasan pasal (yaitu Musyawarah, Mediasi, Basyarnas atau
Arbitase lain). Akan tetapi justru membuka lebar semua bentuk alternatif
penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non litigasi baik di dalam
maupun luar pengadilan (yaitu musyawarah, Basyarnas, arbitrase lain,
konsultasi, konsiliasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilaian ahli) Namun
yang terpenting diatas semua bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah
adalah prinsipnya.

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat (3). Jangan sampai
keanekaragaman alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang terbuka oleh
ayatl (2) ini sampai mengurangi kemutlakan ketentuan utamanya yaitu ayatl
(1). Namun juga tidak melupakan apa yang terkandung dalam ayat (3), yaitu
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan
ekonomi syariah mulai dari niat, akad hingga penyelesaian sengketa selalu
diiringi dengan prinsip syariah. Sehingga ada kesesuaian antara pelaksanaan
dengan nilai dan prinsip yang terkandung.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Sebagai
organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah

Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional.


http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia
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Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah
dari cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga
permusyawaratan—perwakilan (legislature). Meski sederajat dan kedudukannya
sama, hanya saja struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah satu
sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama
dan terakhir dan tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah
Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat
secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan,
yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang
pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena
itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah
Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar
sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral
konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak
asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan
bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara
ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga
konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahakamah
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Konstitusi  juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman
ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.*2°

Fungsi tersebut kemudian dijalankan melalui wewenang yang dimiliki,
yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan
pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah
Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar
belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan
Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi
(the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the
protector of human rights), pelindung hak konstitutional warga negara (the
protector of the citizens constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the
protector of democracy).?*

Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-
undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Presiden untuk menjadi undang-undang, Kini tidak lagi bersifat final melainkan
dapat diuji material (judicial review) ataupun uji formil (procedural) oleh
Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.'?> Permintaan pengujian

undang-undang ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik individu ataupun

120 A, Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Jakarta, 2006, Him. 119.

121 Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,
2010, Him. 10.

122 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum, Kencana,
Jakarta, 2011, Him. 111.
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masyarakat hukum adat (sepanjang masih diakui keberadaannya) yang merasa
hak konstitusionalnya dirugikan akibat pelaksanaan dari suatu undang-undang.

Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan
bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara
ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga
konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan
kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahakamah
Konstitusi  juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman
ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.?®

Salah satu hal yang patut digaris bawahi terkait putusan Mahkamah
Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan
pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi.

Sifat Putusan Mahkamah Konsitusi adalah declaratoir. Declaratoir
adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Oleh
karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi
hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan
keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan
yang mengabulkan bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi

hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI

123 A, Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, Jakarta, 2006, HIm. 119.
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1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum
berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012, dalam point a
berbunyi:?*

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan dihapusnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) maka peradilan yang
berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah hanya
Pengadilan Agama. Sesuai dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang
mana bersifat declaratoir, yaitu putusan hakim yang membatalkan hukum
lama dan menciptakan hukum baru, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang
dalam mengadili sengketa perbangkan syariah.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012

memberikan suatu kepastian hukum terhadap para pihak yang bersengketa.

124 | jhat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. HIm. 36 - 37.
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Sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah yang dapat memakan waktu yang lama. Keputusan
Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan pada tahun 2012, maka setelah adanya
putusan ini semua sengketa perbankan hanya dapat diselesaikan di Pengadilan
Agama. Akan tetapi faktanya tidaklah demikian, karena masih banyak bank
syariah yang memilih penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui
Pengadilan Negeri.

Bahkan terkadang tertuang di dalam sebuah klausal pada akad perjanjian
yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa maka sarana penyelesaian
sengketa yang dipilih adalah Pengadilan Negeri. Secara hukum klausal
pada akad perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (nietig, null and
void). Hal ini disebabkan karena perjanjian atau akad tersebut tidak memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320
KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut  ditentukan bahwa
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.*?®

Dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai
syarat subjektif yang melekat pada diri persoon yang membuat perjanjian,
yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan
(vernietighaar, voidable), sementara syarat ketiga dan keempat

dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek

125. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],diterjemahkan oleh R. Subekti
dan R. Tjitrosudibio, cet 29, Pradnya Paramita, Jakarta,1999, him. 339



132

perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi
hukum (nietig, null and void). Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad
memenuhi syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”, maka sebab
dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal
1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang,
apabila dilarang oleh undang - undang, atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak
memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian halnya
perjanjian atau akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang
mana jika diselesaikan lewat jalur litigasi maka pilihannya adalah Pengadilan
Agama, karena jika dipilih pengadilan yang lain maka akad tersebut batal
demi hukum, yang mana sesuai dengan bunyi 1337 KUHPerdata bahwa
perjanjian tersebut mengandung suatu sebab yang tidak halal karena hal
tersebut melanggar undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian
sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) huruf (d)
Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, karena
bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan
oleh konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut
dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga

dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012.

Maka suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak menjadi

batal demi hukum jika mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan

yang telah ditentukan dalam undang - undang.

Adapun implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
perjanjian (akad) yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui
Pengadilan Negeri ialah :1%5
1. Akad atau perjanjian yang dibuat sebelum lahirnya putusan Mahkamah

Konstitusi maka Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri
berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang tentang
Perbankan Syariah dan penjelasannya sepanjang diperjanjikan oleh para
pihak dalam akad, sehingga akad atau perjanjian tersebut dianggap sah
secara hukum.

2. Akad atau perjanjian yang dibuat setelah lahirnya putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, maka akad atau perjanjian tersebut bertentangan
dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2008  Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syairah (KHES) yaitu tujuan akad dan asas
sebab yang halal serta asas itikad baik maka pilihan forum (choice of forum)

penyelesaian sengketa tersebut bertentangan dengan undang - undang yakni

126 Abdul Mannan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru
Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, Pusat
Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), HIm. 20 - 35.
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dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena penyelesaian sengketa
menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga Pengadilan
Negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara
tersebut dan pemilihan forum (choice of forum) vyang diperjanjikan
dalam akad adalah hanya sebatas melalui jalur non litgasi yang
dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga akad atau
perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

. Akad atau perjanjian yang memuat klausula penyelesaian sengketa
perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri dibuat sebelum adanya
putusan Mahkamah Konstitusi dan terjadi sengketa setelah adanya putusan
tersebut maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang
mengadili sengketa tersebut karena Peradilan Agama yang mempunyai
kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah
sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi
akad atau perjanjian tersebut tetap dianggap sah karena yang dianggap
bermasalah hanyalah berkaitan dengan klausula penyelesaian sengketanya,
yang disebut dengan severability clause. Namun, apabila dalam akad atau
perjanjian tidak memuat severability clause, maka dengan sendirinya pasal
yang mengatur klasula penyelesaian sengketa tersebut dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Severability clausa itu sendiri
merupakan suatu persyaratan dalam kontrak yang menyatakan bahwa
setiap pasal dari kontrak merupakan pasal - pasal yang berdiri sendiri

(independent), sehinga seandainya pengadilan membatalkan salah satu
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persyaratan kontrak, maka persayaratan-persyaratan yang lain tetap
dianggap sah.

Selain memberikan kepastian terhadap akad yang dibuat antara pihak
bank dan nasabah, Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012
memberikan kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri tentang
sengketa perbankan syariah yaitu dapat dikatakan batal karena Pengadilan
Negeri tidak mempunyai wewennag dalam memutuskan sengketa perbankan
syariah.

Kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah
menjadi lebih jelas dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa Pengadilan Agama adalah
pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili sengketa
perbankan syariah, sehingga membuat pencerahan terhadap penyelesaian
sengketa perbankan syariah dan diakui karena yang memberikan kewenangan
absolut ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA) yang
keputusannya bersifat declaratoir, artinya bahwa putusannya dapat menghapus
peraturan lama dan menciptakan peraturan baru. Pengakuan ini dapat
dicontohkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2016 yang
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen yang diperkuat Putusan
Pengadilan Tinggi Negeri Semarang karena tidak berwenang dalam mengadili

sengketa perbankan syariah. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sragen yang


http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia
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diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang dianggap batal
demi hukum.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012, terjadi kesimpangsiuran dalam menyelesaikan sengketa
perbankan syariah yang mana berasal dari penjelasan Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang
membuka peluang untuk Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian
sengketa perbankan syariah. Kesimpangsiuran ini dapat mengakibatkan
masalah baru pada pihak-pihak yang sedang bersengketa, karena membuat
waktu penyelesaian sengketa menjadi lebih lama. Setelah dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 kesimpangsiuran ini
dapat dihilangkan dan membuat masyarakat patuh terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi, karena sudaH sesuai dengan fakta yaitu hanya
Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi dibidang agama Islam
khususnya di bidang perekonomian Islam.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kepastian dalam
menyelesaikan sengketa antara pihak bank dengan nasabah menjadi jelas.
Dengan adanya kepastian hukum ini maka keadilan diantara kedua pihak yang
berperkara menjadi jelas. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat
dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa
nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan
sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat mengandung

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak
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menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas
di dalam mayarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat
memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang
lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.?’
Kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang
mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan
kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan salah satu asas
penting dalam pembentukan dan penegakkan hukum. Menurut Bellefroid, asas
hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, yang oleh ilmu
hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dengan
demikian, asas hukum merupakan Kkristalisasi hukum positif dalam suatu
masyarkat.’?®> G.W. Paton memposisikan asas hukum sebagai meta-norma
hukum yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental bagi
keberadaan suatu norma hukum. Bahkan asas hukum merupakan jantung
norma hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan landasan yang paling
luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Artinya, setiap norma hukum dapat
dikembalikan pada asas-asas hukum. Asas hukum juga merupakan alasan bagi

lahirnya suatu norma hukum atau ratio legis dari norma hukum. Asas hukum

127 Fence M. Wantu, Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses
Peradilan Perdata), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, him.58

128 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, him.
34.
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tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum,
melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-norma hukum baru.?°
Menurut Shidarta, kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu
sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui
logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis
mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem
logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu
harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang
kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu,
kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.**°
Kepastian juga berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Asas kepercayaan
termasuk salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata
maupun hukum publik. Dalam hukum publik, implementasi dari asas
kepercayaan adalah dengan melaksanakan secara pasti, konsisten dan
konsekuen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam
hukum perdata terwujud dengan melaksanakan secara penuh segala
kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan
keperdataan baik lisan maupun tulisan dan/atau dituangkan dalam akta otentik,

sehingga tidak memunculkan perbuatan wanprestasi.*3!

129 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.45.

130 Shidarta, “Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, Makalah
disampaikan dalam Seminar Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim
Seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011,
him. 3.

181 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggara Pemerintahan Yang Layak di
Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, him. 36.
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Menurut Bruggink, asas kepastian hukum merupakan fondasi, kaidah
penilaian dan kaidah hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum untuk
mengukur dan menilai sejauh mana kepastian suatu keputusan yang dipakai
dalam suatu sistem hukum.'®? Asas kepastian hukum menjadi pengarah dan
pemandu apakah suatu keputusan hukum yang bersifat konkrit telah dapat
menjamin hak-hak dan kewajiban setiap orang. Jika dikaitkan dengan hukum
positif, maka asas kepastian hukum semakin tampak signifikansinya terutama
ketika suatu rumusan peraturan perundang-undangan dibuat untuk menetapkan
apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar
hukum dan sebagainya. Selain itu, asas kepastian hukum juga menempati
posisi penting dalam suatu sistem hukum ketika para praktisi hukum—
pengacara, hakim, kepolisian dan sebagainya—menentukan status seseorang
dalam hukum.

Asas kepastian hukum dalam suatu sistem hukum memiliki bentuk dan
kedudukan. Dari segi bentuknya, asas kepastian hukum terdiri dari dua macam,
yakni asas kepastian hukum dalam arti formil dan asas kepastian hukum dalam
arti materil. Asas hukum dalam arti formil adalah suatu keputusan yang
dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan. Artinya setiap
keputusan hukum harus jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan
tidak bergantung pada penafsiran orang lain.?*® Dengan demikian, asas
kepastian hukum formil adalah asas kepastian yang mencerminkan asas

legalitas. Sedangkan asas hukum materil berkaitan erat dengan asas

132 3.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terj. Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him. 123.
133 Jazim Hamidi, Op.cit., him. 36.
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kepercayaan yang merupakan salah satu asas hukum yang paling mendasar
dalam hukum perdata. Implementasi dari asas kepercayaan adalah bahwa
dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang sedapat mungkin harus
dipenuhi baik dalam wujud sebagai janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-
aturan dan sebagainya.'

Menurut Satjipto Raharjo, hukum memiliki batas-batas kemampuan
dalam menetapkan sesuatu.’®® Oleh karena itu, asas kepastian hukum sangat
dibutuhkan dalam pembentukan suatu produk hukum. Hukum memiliki batas
kemampuan menguasai objeknya, yakni masyarakat. Oleh karena itu, asas
kepastian hukum memberi solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika
suatu peraturan hukum menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya.

Menurut van Apeldoorn, kepastian hukum meniscayakan adanya
kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga
masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum
dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan hukum dalam hal-hal yang
konkret.'*® Kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat
memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten. Kepastian hukum
adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya dan suatu putusan hukum dilaksanakan. Kepastian hukum

merupakan perlindungan justiciable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

134 philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University
Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 272-273.

135 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, him. 121.

136 vvan Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, him. 24-25.
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berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan
dalam keadaan tertentu.**’

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi
asas kepastian hukum dalam proses pembentukan dan penegakkan hukum.
Scheltema, sebagaimana dikutip Arif Sidharta, menyatakan bahwa salah satu
unsur niscaya dalam suatu negara hukum adalah berlakunya asas kepastian
hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud
dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan
prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam
masyarakat bersifat “predictable”. Asas-asas yang terkandung dalam atau
terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah: (a) Asas legalitas,
konstitusionalitas dan supremasi hukum; (b) Asas undang-undang menetapkan
berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya
melakukan tindakan pemerintahan; (c) Asas non-retroaktif perundang-
undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan
dan diumumkan secara layak; (d) Asas peradilan bebas, independen, imparsial,
dan objektif, rasional, adil dan manusiawi; (e) Asas non-liquet, hakim tidak
boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak
jelas; (f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya
dalam undang-undang atau UUD.!38

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu asas penting

dalam pembentukan dan penegakkan hukum. Bahkan kepastian hukum

187 Sudikno Mertokusumo, Op.cit., him. 160.
138 B, Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, 2:3 Jurnal Hukum Jentera
(November 2004), him. 124-125.
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merupakan tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav
Radbruch dalam Rechtsphilosophie, bahwa hukum harus bertujuan
mewujudkan keadilan (Gerechtigkeit), kepastian (Rechtssicherheit) dan
kemanfaatan (ZweckméaRigkeit).'®® Tanpa kepastian hukum, sendi-sendi negara
hukum akan rapuh dan pada gilirannya akan menciptakan kekacauan dan
kesewenang-wenangan dalam proses penegakkan hukum.

Kepastian atas Putusan Pengadilan Negeri setelah terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa perbankan
syariah adalah tidak ada kepastian hukum karena tidak memiliki syarat
kepastian hukum sehinnga Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikatakan
batal demi hukum. Menurut Jan M. Otto kepastian hukum dapat dicapai jika
substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang
mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan
mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang
disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly),
yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam
berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan beberapa poin
yang seperti diungkapkan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh

Sidharta®® yaitu sebagai berikut:

139 Lihat Gustav Radbruch, “Legal Philosophy”, dalam: Emil Lask, Gustav Radbruch & Jean
Dabin, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, trans. Kurt Wilk, Harvard
University Press, Cambridge, 1950.

140 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama,
Bandung, 2006, him. 85.
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1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh
(accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Pengadilan Negeri tidak memiliki
aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible)
tentang perbankan syariah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012, karena sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
declaratoir yang artinya dengan adanya putusan ini membatalkan hukum yang
lama dan menciptakan keadaan hukum baru.

2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Walaupun masih
banyak bank syariah yang memilih Pengadilan Negeri sebagai lembaga untuk
menyelesaikan sengketa perbankan syariah tetapi penerapan kewenangan Pengadilan

Agama sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah
dijalankan oleh Mahkamah Agung seperti contoh kasus pertama yaitu Putusan
Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2016 pada sengketa antara Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sragen dengan nasabahnya. Nasabah
tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen akibat adanya surat
peringatan tentang pembayaran angsuran hutang dan pemberitahuan bahwa jika
tidak dapat membayar angsuran hutang maka benda yang menjadi objek
jaminan akan dijual secara lelang. Oleh karena itu nasabah meminta kepada
hakim untuk melakukan sita jaminan karena khawatir benda yang menjadi
jaminan akan dijual secara lelang oleh pihak bank padahal nasabah masih
mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang tersebut hanya saja saat ini
kondisi nasabah tersebut sedang mengalami kebangkrutan. Awalnya nasabah

tersebut mendaftrakan sengekta ini ke Pengadilan Negeri Sragen lalu
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permohonannya ditolak karena Majelis Hakim menerima eksepsi dari tergugat
(pihak bank), kemudian nasabah tersebut melakukan banding ke Pengadilan
Tinggi Negeri Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri
Semarangpun menolak permohonan banding nasabah dan menerima eksepsi
dari pihak bank sebagai tegugat. Jalan terakhirpun akhirnya ditempuh oleh
pihak nasabah untuk menyelamatkan jaminannya yaitu kasasi ke Mahkamah
Agung. Setelah dipelajari oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung maka
Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Sragen dan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang dan meminta kepada pemohon
untuk mendaftarkan kasusnya ke Pengadilan Agama karena yang memiliki
kewenangan untuk mengadili sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan
Agama.

. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu
menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Mayoritas
warga menyetujui bahwa yang berhak mengadili sengketa perbankan syariah
adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri karena sesuai dengan
kompetensi dari Hakim Pengadilan Agama yang mempelajari syariat Islam dan
juga dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 yang merupakan pendapat dari para ahli hukum, sehingga
masyarakatpun menjadi yakin dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagai
lembaga yang berwenang dalam mengadili sengketa perbankan syariah.

. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
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sengketa hukum. Hal ini terlihat dari satu kasus yang ditemukan oleh penulis
setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,
yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2016 pada sengketa
antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sragen dengan
nasabahnya. Nasabah tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Sragen akibat adanya surat peringatan tentang pembayaran angsuran hutang
dan pemberitahuan bahwa jika tidak dapat membayar angsuran hutang maka
benda yang menjadi objek jaminan akan dijual secara lelang. Dari putusan
tersebut menggambarkan bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan keputusan Mahkamah
Agung adalah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sragen dan
Pengadilan Tinggi Negeri Semarang.

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.'**Putusan Mahkamah Agung
Nomor 340 K/Pdt/2016 terbit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 telah dijalankan oleh pihak nasabah sebagai pemohon dan
juga sudah diterima oleh pihak bank sebagai pihak tergugat, merupakan suatu
bukti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
merupakan dasar hukum bagi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang
berwenang dalam mengadili sengketa perbankan syariah dan juga memberikan
suatu kepastian bahwa hanya putusan Pengadilan Agama saja yang mempunyai

kepastian di mata hukum.

141 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu
Tawaran Kerangka Berfikir, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, him 85.
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Dari kelima kasus yang penulis temukan dilapangan hanya ada satu kasus
yang telah diputuskan di Pengadilan Agama sedangkan yang lainnya masih
menggunakan Pengadilan Negeri Sedangkan keempat kasus yang lain masih
diadili di Pengadilan Negeri yaitu kasus sengketa PT. Bank syariah Mandiri
Cabang Solo dengan nasabahnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor
560 K/Pdt/2013 yang bersengketa perihal kehawatiran nasabah akan adanya
pengalihan obyek jaminan kepada pihak lain, maka nasabah sebagai penggugat
mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek
jaminan. Kasus ini telah diadili di Pengadilan Negeri Solo lalu banding di
Pengadilan Tinggi Negeri Semarang dan sampai pada tingkat kasasi di
Mahkamah Agung. Semua Tingkat Pengadilan tersebut tidak ada satupun yang
menjalankan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang
kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbankan
syariah.

Pada kasus yang ketiga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327
K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yaitu sengketa antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan
ahli waris nasabahnya (istri) perihal pengajuan klaim asuransi jiwa dimana
nasabah tersebut telah menerima uang pinjamannya akan tetapi meninggal
sebelum pembayaran angsuran pertama. Pihak ahli waris (istri nasabah)
menginginkan sertifikat obyek jaminan kembali kepadanya sedangkan pihak
bank tidak bisa mengembalikannya akibat belum adanya uang klaim dari pihak
asuransi. Kasus ini bergulir dari Pengadilan Negeri mandailing Natal lalu

banding di Pengadilan Tinggi Medan sampai kasasi di Mahkamah Agung. Dari
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semua tingkat pengadilan tersebut tidak ada satupun pengadilan yang
melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang
menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili
sengketa perbankan syariah. Pada kasus keempat dan kelima yang terjadi pada
PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabahnya dengan Putusan Pengadilan
Tinggi Pelembang Nomor 101/Pdt/2013/PT.PLG dan Putusan Pengadilan
Negeri Dumai Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Dum juga tidak ada yang
melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Padahal
seperti yang sudah dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
declaratoir yang artinya dengan adanya putusan ini membatalkan hukum yang
lama dan menciptakan keadaan hukum baru.

Maka dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat
memberikan suatu kepastian hukum, terhadap sengketa yang sedang terjadi
yaitu; Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan lembaga mana
yang lebih kompeten dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tetapi
sudah jelas yang memiliki wewenang adalah Pengadilan Agama bukan
Pengadilan Negeri. Kepastian tersebut didapat dari wewenang yang diberikan
pemerintah kepada Pengadilan Agama melalui Undang-Undang No. 3 Tahun
2006. Sehingga diharapkan ke depannya tidak ada lagi sengketa perbankan
syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri karena sudah jelas tidak
memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa perbankan syariah dan juga
putusan dari Pengadilan Negeri tentang sengketa perbankan syariah dapat

dikatakan tidak memiliki kepastian hukum karena setelah terbitnya Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi batal demi hukum
karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir yang artinya dengan
adanya putusan ini membatalkan hukum yang lama dan menciptakan keadaan

hukum baru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012
Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan lagi dalam mengadili
sengketa perbankan syariah, karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
declaratoir yang artinya dengan adanya putusan ini membatalkan hukum
yang lama dan menciptakan keadaan hukum baru. Hukum yang lama
terdapat pada penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memperbolehkan
sengketa perbankan syariah diadili di Pengadilan Negeri.

2. Putusan Pengadilan Negeri mengenai sengketa perbankan syariah tidak
mempunyai kepastian hukum atau batal demi hukum karena Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor  93/PUU/X/2012  telah memberikan
kewenangan absolut untuk penyelesaian Perkara Perbankan Syariah kepada
Pengadilan Agama, sehingga telah tersedia aturan hukum yang jelas atau
jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh
kekuasaan negara.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri diharapkan untuk menolak memeriksa, memutuskan,

dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena Pengadilan

Negeri tidak memiliki wewenang dalam memutuskan perkara sengketa
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perbankan syariah. Sehingga tidak ada lagi dualisme Peradilan dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

. Perlu dilakukannya sosialisasi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012 kepada seluruh direksi bank agar mengetahui
bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam
menyelesaikan sengekta perbankan syariah sehingga tidak ada lagi
klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diselesaian di

Pengadilan Negeri.
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